
 

ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL DALAM 

MENGOPTIMALKAN PENERAPAN PRINSIP 
GOOD GOVERNANCE  DITINJAU DARI 

PERSPEKTIF ISLAM DI PEJABAT PENGELOLA 
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  

(PPID) JEMBER 

 

SKRIPSI 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Khoirul Umam 

NIM : 211105030019 

 

 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER 

FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM 
MEI 2025



i 
 

ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL DALAM 

MENGOPTIMALKAN PENERAPAN PRINSIP 
GOOD GOVERNANCE  DITINJAU DARI 

PERSPEKTIF ISLAM DI PEJABAT PENGELOLA 
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  

(PPID) JEMBER 

 

SKRIPSI 
 

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh 

Gelar Sarjana (S.Akun) 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Program Studi Akuntansi Syariah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Khoirul Umam 

NIM : 211105030019 

 

 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER 

FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM 
 MEI 2025  



ii 
 

ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL DALAM 

MENGOPTIMALKAN PENERAPAN PRINSIP 
GOOD GOVERNANCE  DITINJAU DARI 

PERSPEKTIF ISLAM DI PEJABAT PENGELOLA 
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  

(PPID) JEMBER 

 

 SKRIPSI 

 

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri 
 Kiai Hjai Achmad Siddiq Jember 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh 
Gelar Sarjana (S.Akun) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Program Studi Akuntansi Syariah 

 

 
 
 

 
 

Oleh : 
 

Khoirul Umam 

NIM : 211105030019 

 

 

 

 

Disetujui Pembimbing 
 

 

 

  

 
 

 
 

Denari Dhahana Edtiyarsih, S.A., M.A 

NIP. 199501082022032001 

  



iii 
 

ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL DALAM 

MENGOPTIMALKAN PENERAPAN PRINSIP 
GOOD GOVERNANCE  DITINJAU DARI 

PERSPEKTIF ISLAM DI PEJABAT PENGELOLA 
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  

(PPID) JEMBER 

 

SKRIPSI 

Telah di setujui dan di sahkan 

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh 
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Program Studi Akuntansi Syariah 

 

Hari : Selasa 

Tanggal : 17 Juni 2025 
 

Tim Penguji 

Ketua 

 

 

Sekretaris 

Ana Pratiwi, M.S.A 
NIP. 198809232019032003 

H.Muzayyin, S.E.I., M.E 
NIP. 1972808142023211011 

  

Anggota : 

1. Nur Ika Mauliyah, M.Ak    (   ) 

2. Dhenari Dhahana Edtiyarsih, S.A., M.A  (   ) 

 

Menyetujui 

Dekan Fakultas 

 

 

Dr. Ubaidillah, M. Ag. 

NIP. 196812261996031001



iv 

 

MOTTO 

 

ُكشَِ  ًُ ٱنۡ َٔ ٍِ ٱنۡفحَۡشَاءِٓ  َٰٗ عَ َٓ ُۡ َ ٚ َٔ  َٰٗ َ إِٚتإَِٓ٘ رِ٘ ٱنۡمشُۡت َٔ  ٍِ حۡسََٰ ٱلِۡۡ َٔ َ ٚأَۡيُشُ تِٱنۡعذَۡلِ  ٌَّ ٱللََّّ ۞إِ

 ٌَ َّكىُۡ تزَكََّشُٔ ٱنۡثغَِِۡٙۚ ٚعَِظكُىُۡ نعَهَ َٔ 
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 
dapat mengambil pelajaran.” (QS.An-Nahl [16] : 90).1 

                                                                 
1
 Al Qu‟an, An-Nahl (16) : 90 
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PERSEMBAHAN 

حِٛىِ تسِۡىِ  ٍِ ٱنشَّ ًََٰ حۡ ِ ٱنشَّ  ٱللََّّ

Dari awal mula penulisan Skripsi ini tentu tidak akan ada kata mudah dalam 

proses pengerjaan, pasti akan penuh dengan drama emosional, sedih, kesal, 
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menghadapi itu semua harus adanya dorongan dari pihak internal dan juga pihak 

eksternal. Dan Alhamdulillah, sekarang penulis telah berada di ambang final 

kelulusan dar ujian semua ini, tentu saya akan sangat berterima kasih terhadap : 

1. Allah SWT. Karena sudah memberikan saya kesempatan untuk berproses dan 

berkembang di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ini. 

2. Nabi Muhammad SAW. Yang telah mengizinkan saya untuk terus bersholawat 

sehingga mendapatkan barokah beliau yang tiada terbatas. 

3. Kedua Orang Tua, tentunya karena mereka lah alasan saya berada dititik ini, 

terima kasih sudah mejadi motivator, donatur, inspirator dan juga alasan kenapa 

saya harus lanjut hidup. Mungkin setelah ini, kita bertukar tempat saja, insyaallah 

saya akan menggantikan tempat kalian sebagai tulang punggung keluarga. Sekali 

lagi terima kasih saya ucapkan kepada bapak Juso dan ibu Takiyah. 

4. Kepada saudara saudara saya, kakak dan adik saya. Kerena juga semangat dari 

kalian yang menjadi inspirasi bagi saya untuk terus bisa menghadapi ujian dalam 

proses saya menuju kesuksesan. 

5. Kapada kerabat dekat, keluarga besar, entah keluarga dari bapak dan juga ibu. 

Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya juga, terutama ke mbak Faiz 
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ABSTRAK 

Khoirul Umam, Denari Dhahana Edtiyarsih, 2025 : Analisis Peran Audit Internal 

dalam Mengoptimalkan Penerapan Prinsip Good Governance dengan Perspektif 
Islam di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Jember  

 
Kata Kunci : Audit Internal, Good Governance, Perspektif Islam, PPID Jember, 

Transparansi, Akuntabilitas 

 
Latar belakang penelitian ini didasari oleh semakin meningkatnya kasus 

kecurangan di Indonesia dan pentingnya audit internal sebagai mekanisme 
pengawasan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola 
pemerintahan yang baik. Sebagai Lembaga pemerintah, bukan tidak mungkin 

PPID sebagai instansi  pemerintah tidak menerapkan prinsip dari tata kelola yang 
baik, tata kelola yang baik merupakan kerangka kerja yang penting untuk 

memastikan transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam pengelolaan organisasi, 
maka disini Internal audit memilki peran sebagai mekanisme agen kontrol yang 
bersifat independen yang sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan 

integritas operasional terhadap regulasi 
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1). Bagaimana peran internal 

audit pada mengoptimalkan penerapan prinsip Good Governance di PPID Jember, 
2). Bagaimana peran internal audit pada mengoptimalkan penerapan prinsip Good 
Governance di PPID Jember menurut pandangan islam. 

Tujuan penelitian ini adalah : 1). Untuk Mengidentifikasi peranan audit 
internal dalam mengoptimalkan prinsip Good Governance di PPID Jember, 2). 
Untuk Mendeskripsikan peranan audit internal dalam mengoptimalkan prinsip 

Good Governance di PPID Jember menurut pandangan islam 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan 
dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. audit internal memiliki peran 

strategis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional PPID Jember 
melalui pengawasan, peninjauan sistem pengendalian internal, dan rekomendasi 

berdasarkan risiko. 2. Dalam perspektif Islam, audit internal juga sejalan dengan 
prinsip-prinsip syariah seperti amanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas 
yang tercermin dalam pelaksanaan fungsi-fungsi PPID Kabupaten Jember. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran audit internal yang sejalan 
dengan nilai-nilai syariah dapat meningkatkan kualitas penerapan tata kelola 

pemerintahan yang baik di instansi pemerintah. Rekomendasi yang diberikan 
kepada PPID Jember adalah peningkatan kapasitas auditor.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Sejak empat tahun terakhir telah marak terjadinya fraud di tanah 

Indonesia, tepatnya pada tahun antara 2021- 2023. Dan hal tersebut 

telah membuat negara Indonesia rugi sebesar 123, 51 Triliun Rupiah. 

Hal tersebut juga telah dibenarkan oleh menteri keuangan indonesia 

ibu sri mulyani, antara lain kasus yang terjadi di indonesia sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1 

Daftar Kasus yang pernah terjadi di Indonesia 

No  Nama kasus Banyaknya kasus 

1. Investasi bodong 97 kasus 

2. Pinjaman online ilegal 619 kasus  

3. Gadai ilegal 62 kasus 

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan 

https://ntb.bpk.go.id/kasus-bank-ntb-syariah-transaksi-janggal-diduga-tidak-

terdeteksi-audit-internal/ 

 

Tidak hanya itu, Indonesia berada di rangking ke 4 perihal 

jumlah fraud pada tahun 2022, dengan 23 kasus, menurut publikasi 

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) yang berjudul Asia-

Pacific Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations.  Tiga 

kecurangan terbesar di Indonesia adalah kecurangan laporan keuangan  

https://ntb.bpk.go.id/kasus-bank-ntb-syariah-transaksi-janggal-diduga-tidak-terdeteksi-audit-internal/
https://ntb.bpk.go.id/kasus-bank-ntb-syariah-transaksi-janggal-diduga-tidak-terdeteksi-audit-internal/
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(6,7%), korupsi (64%), dan eksploitasi aset negara dan 

perusahaan (28,9%). Mataram (NTB Suara):  Dugaan pembobolan 

dana nasabah sebesar Rp11,9 miliar di Bank NTB Syariah dilakukan 

secara “rapi”.  Berdasarkan hasil penyelidikan sementara yang 

dilakukan, sejumlah transaksi janggal tidak terjangkau sistem audit 

internal. Tidak heran, modus ini berlangsung selama delapan tahun.  

"Makanya auditornya juga kita periksa. Bagaimana uang sebanyak ini 

bisa tidak kelihatan," kata Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol I 

Gusti Putu Gede Ekawana, Rabu, 22 September. Saksi auditor internal 

dari Bank NTB Syariah telah dimintai keterangan.  Baru pada tahun 

2020, kejanggalan transaksi ini teridentifikasi.  Meskipun pembobolan 

ini diduga sudah terjadi sejak tahun 2012, “Hasil pemeriksaan internal 

bersih.  Tidak ditemukan pada saat itu,” lanjutnya. Kasus ini telah 

ditingkatkan ke tingkat investigasi kejahatan perbankan.  Mengalihkan 

transaksi keuangan nasabah ke rekening pribadi merupakan salah satu 

modus yang ditemukan.  Terlapor dalam kasus ini adalah seorang 

karyawan berinisial PS yang bekerja sebagai penyedia layanan 

cashless selama delapan tahun. Polda NTB juga mendorong pihak-

pihak lain untuk terlibat.  PS yang dimaksud adalah penyedia jasa yang 

membawahi anggota staf.  Pada tahap penyelidikan ini, 18 orang saksi 

telah dimintai keterangan.  Pada tahap penyidikan, para saksi ini akan 

dipanggil kembali untuk memberikan keterangan. Menurut temuan 

awal, 440 transaksi nasabah ditimbang selama periode delapan tahun.  
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Transaksi nasabah dialihkan ke tiga rekening pribadi, yang berfungsi 

sebagai wadah, untuk melakukan pembobotan.  Setoran tunai dan 

transfer rekening termasuk di antara transaksi yang dikompromikan.2 

Dalam era yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, 

audit internal memberikan bantuan terhadap lembaga pemerintah 

perihal mendeteksi dan metata kelola risiko yang dapat mengancam 

terhadap rencana mencapai visi misi yang strategis. Dengan 

pendekatan berbasis risiko, auditor internal dapat mendeteksi potensi 

masalah sejak dini dan memberikan langkah mitigasi yang tepat. Ini 

memungkinkan PPID Jember untuk lebih proaktif dalam menghadapi 

tantangan. Audit internal juga berperan penting dalam memastikan 

bahwa seluruh kegiatan organisasi sesuai dengan regulasi yang 

berlaku. Dengan adanya pemantauan yang ketat, PPID Jember dapat 

menghindari sanksi hukum serta menjaga reputasinya sebagai lembaga 

publik yang bertanggung jawab.3 

Sebagai Lembaga pemerintah, bukan tidak mungkin PPID sebagai 

instansi  pemerintah tidak menerapkan prinsip dari tata kelola yang 

baik, tata kelola yang baik merupakan kerangka kerja yang penting 

untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam 

pengelolaan organisasi. Di Indonesia, penerapan prinsip Good 

Governance  semakin diutamakan untuk meningkatkan kepercayaan 

                                                                 
2
 https://ntb.bpk.go.id/kasus-bank-ntb-syariah-transaksi-janggal-diduga-tidak-terdeteksi-

audit-internal/ 
3
 https://crmsindonesia.org/publications/pentingnya-audit-internal-dalam-meningkatkan-

tata-kelola-organisasi/ 
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publik dan efektivitas operasional lembaga pemerintah serta swasta. 

Dalam konteks ini, audit internal berfungsi sebagai alat pengawasan 

yang membantu manajemen dalam mencapai tujuan organisasi dengan 

cara melakukan evaluasi dan mengoptimalkan Efisiensi pengendalian 

risiko serta kontrol internal. Di era informasi saat ini, transparansi dan 

akuntabilitas publik menjadi dua pilar penting dalam pengelolaan 

pemerintahan yang baik. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi) Kabupaten Jember berperan strategis perihal 

memastikan keterbukaan informasi yang memadai kepada masyarakat. 

Tugas utama PPID adalah menyediakan, mengendalikan, dan 

mendokumentasikan informasi publik yang dapat diakses oleh publik 

luas, sehingga mendorong partisipasi aktif warga dalam proses 

pemerintahan dan pengambilan keputusan. Transparansi informasi 

publik di PPID Jember telah menunjukkan kemajuan, meskipun masih 

terdapat tantangan yang harus dihadapi. Penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa meskipun PPID telah berupaya untuk menyajikan 

informasi secara terbuka, masih ada kendala seperti kurangnya sumber 

daya manusia  yang memadai dan keterbatasan teknologi di kalangan 

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun inisiatif untuk 

meningkatkan transparansi sudah ada, implementasinya masih perlu 

ditingkatkan agar lebih efektif.4 

                                                                 
4
 https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/4677 
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Luluk Musfiroh juga menyatakan dalam artikel penelitiannya 

bahwasanya kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan  

modal intelektual berpengaruh negatif pada nilai perusahaan. Pimpinan 

berdaulat dan komite audit  tidak memiliki pengaruh pada value 

perusahaan.5 Nurul Widya juga menyatakan dalam penelitiannya 

bahwasanya lingkungan internal harus dianalisis untuk mengetahui 

kekuatan dan kelemahan dalam perusahaan.6 Fauzan dalam bukunya 

juga menyatakan bahwasanya sistem kontrol memainkan peran penting 

dalam mencapai tujuan organisasi karena memastikan bahwa setiap 

bagian dari kegiatan organisasi mengikuti rencana, standar, dan tujuan 

yang telah ditetapkan.7 Begitupun yang dikatakan oleh Nur Ika 

Mauliyah, sistem tata kelola perusahaan ini sangat penting bagi bisnis 

karena memastikan akuntabilitas manajemen kepada para pemangku 

kepentingan berdasarkan kerangka kerja legislatif dan mendukung 

kinerja perusahaan dengan memantau atau membimbing kinerja 

manajemen.8 Denari Dhahana Edtiyarsih juga menyatakan dalam 

Jurnalnya, yakni Penanganan risiko dilakukan untuk mengurangi atau 

mencegah dampak dari risiko yang telah diidentifikasi. Strategi 

penanganan ini disusun berdasarkan tingkat risiko yang telah 

                                                                 
5
 Luluk Musfiroh, et al, Corporate Governance, Intellectual Capital, Financial 

Performance  dan Firm Value pada Perusahaan Farmasi di BEI, Journal manajemen dan Bisnis, 

2021, hal 14-25 
6
 Nurul Widyawati Islami Rahayu, Tata Kelola Pelayanan yang baik dengan 

menggunakan banyak lembaga dalam Pengelolaan Zakat, Vol 4, IJMAS, 2023, 16-28 
7
 Dr.H.Fauzan, Sisitem Pengendalian Internal (Tangerang:Indigo Media,2024) Hal 77 

8
 Nurul Laili Az Zahro, Nur Ika Mauliyah, Penerapan Prinsip Good Corporate Goverance 

Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang, Vol 1, JEBMAK, 2022, 9-16 
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dievaluasi, dengan fokus utama pada risiko tinggi dan sangat tinggi, 

serta mempertimbangkan risiko sedang (medium) yang berpotensi 

meningkat.9 

Dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip Good Governance  

sejalan dengan ajaran etika dan moral yang terkandung dalam syariat. 

Hal ini mencakup kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana audit internal 

tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol tetapi juga sebagai 

pendorong nilai-nilai etika dalam pengelolaan informasi publik di 

PPID Jember. Dengan demikian, audit internal dapat berperan dalam 

menciptakan budaya organisasi yang tidak hanya efisien tetapi juga 

beretika. Dalam Islam, audit internal dapat dipahami melalui prinsip-

prinsip yang terkandung dalam maqashid syariah, yang menekankan 

pada perlindungan harta (hifz al-mal) dan pencegahan kerugian 

(mencegah kemafsadatan) . Audit internal diharapkan tidak hanya 

berfokus pada kepatuhan administratif tetapi juga pada penerapan 

esensi etika syariah seperti kejujuran, accountability, dan 

profesionality. Penerapan internal audit dalam perspektif Islam di 

PPID Jember sangat penting untuk mengoptimalkan implementasi 

daripada penerapan prinsip Good Governance . Dengan 

mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam praktik audit, instansi 

dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan 

                                                                 
9
 Denari Dhahana Edtiyarsih, et al, Penerapan Manajemen Risiko Dalam Keuangan 

Proyek Sumber Daya Air Di Era Perubahan Iklim: Studi kasus Bendung Tugusari, Vol 1, Jurnal 

Ilmu Manajemen Dan Pendidikan, 2025, 320-330 
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publik. Penelitian ini diharap bisa mempublikasikan wawasan terhadap 

pengambil kebijakan perihal memanajemen strategi audit yang sejalan 

dengan prinsip-prinsip Islam serta mendukung tercapainya tujuan 

organisasi.10 

Internal audit memilki peran sebagai mekanisme agen kontrol 

yang bersifat independen yang sangat penting untuk memastikan 

kepatuhan dan integritas operasional terhadap regulasi. Dalam konteks 

Good Governance , internal audit bukan hanya berperan sebagai 

detektor masalah, tetapi juga sebagai pencegah dan penyedia solusi 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari sebuah organisasi. 

Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana audit internal dapat 

berkontribusi dalam mengoptimalkan prinsip Good Governance  di 

PPID Jember. Penerapan Good Governance  yang baik di lembaga 

publik sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah. Dengan menganalisis peranan audit internal di 

PPID Jember, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang 

bagaimana pengawasan yang efektif dapat memperbaiki kinerja 

lembaga publik dan meningkatkan akuntabilitas kepada publik. 

Salah satu pilar utama yang akan mendukung terciptanya 

lingkungan yang transparan dan memaksimalkan efektivitas PPID 

Kabupaten Jember sebagai badan publik adalah keterbukaan informasi. 

Karena penerapan UU KIP merupakan perubahan yang signifikan 

                                                                 
10

 Fita Setiati, Menelisik Spirit Profetik Konsep Audit Internal dalam Perspektif 

Maqashid Syariah Jasser Auda, vol.1, PERADABAN JOURNAL OF ECONOMIC AND 

BUSINESS, 2022, 36-46 
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dalam cara masyarakat, negara, dan negara beroperasi, maka setiap 

orang di negara ini perlu menyadari bahwa semua badan dan lembaga 

pemerintah yang menangani informasi harus mematuhi prinsip-prinsip 

akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui evaluasi 

berkala, audit internal dapat membantu PPID Jember dalam 

meningkatkan efisiensi operasional. Rekomendasi yang dihasilkan dari 

proses audit bukan hanya berfokus terhadap kepatuhan, akan tapi juga 

terhadap pengoptimalan prosedur serta penggunaan sumber daya. 

Informasi yang diperoleh dari proses audit internal memberikan dasar 

bagi manajemen dalam mengambil keputusan strategis. Data akurat 

dan analisis mendalam dari auditor internal membantu pimpinan PPID 

Jember merumuskan kebijakan yang lebih efisien dan respon pada 

keperluan khalayak umum.11 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuyun Syafithri, dkk, 

menjelaskan bahwa Manajemen puncak dapat memperoleh manfaat 

dari keahlian fungsional auditor internal dalam melaksanakan tugas-

tugasnya yang berkaitan dengan manajemen risiko dan tata kelola 

perusahaan.12 Pernyataan ini juga diperkuat oleh Afi Masruroh, dkk 

dalam jurnal penelitian nya yang berjudul Pengaruh Audit Internal 

dalam Upaya Pencegahan Korupsi (Studi Literatur) juga menjelaskan 

bahwa audit internal mempunyai fungsi yang sangat efektif terhadap 

                                                                 
11

 https://bpkp.go.id/id/berita/VaPe/bpkp-tegaskan-peran-strategis-auditor-internal-dalam-

tata-kelola-publik-pada-konferensi-regional-aciia-d i-bali 
12

 Yuyun Syafithri, Tertiarto Wahyudi, et al, “Operasionalisasi dan Faktor-Faktor yang  

Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal:  Systematic Literature Review”, vol 9, Owner: Riset & 

Jurnal Akuntansi, 2025, 512-528 
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manajemen dan mencegah korupsi. Salah satu alat penting dan efisien 

untuk menemukan risiko dan celah korupsi di perusahaan adalah audit 

internal.  Studi ini menyelidiki cara-cara di mana prosedur audit 

internal, seperti penilaian kepatuhan, penelusuran transaksi, dan 

penerapan pengendalian internal, bisa berhasil mengurangi kesempatan 

korupsi.13 Temuan memperlihatkan bahwa internal audit wajib 

mempunyai pengaruh penghambat pada finansialisasi perusahaan. 

Analisis heterogenitas menunjukkan bahwa system audit internal wajib 

mempunyai pengaruh penghambat yang lebih signifikan terhadap 

tingkat finansialisasi perusahaan non-BUMN, perusahaan di wilayah 

timur, dan perusahaan di wilayah dengan regulasi keuangan yang lebih 

lemah (Qianqian Chen, Zhi Chen, 2024).14 

Meskipun peran audit internal sangat penting, terdapat 

tantangan yang harus dihadapi oleh PPID Jember dalam 

implementasinya. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya 

pelatihan bagi auditor internal, serta resistensi terhadap perubahan 

budaya organisasi dapat menghambat efektivitas audit internal. Oleh 

sebab itu, dibutuhkan dukungan dari semua aspek dalam memperkuat 

peran audit internal dalam mengoptimalkan prinsip Good Governance  

di PPID Jember. melalui penelitian ini, diharapkan bisa menyalurkan 

wawasan yang aktual mengenai fungsi internal audit dalam 

                                                                 
13

 Afi Masruroh, Tessa Eka Tania, Irda Agustin Kustiwi, “Pengaruh Audit Internal dalam 

Upaya Pencegahan Korupsi (Studi Literatur)”, vol 9, Jurnal Ekonomi & Bisnis, 2024, 49-56 
14

 Qianqian Chen, Zhi Chen, “Mandatory internal control audit and corporate 

financialization”, vol 62, Finance Research Letters, 2024 
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meningkatkan kinerja PPID Jember serta memberikan rekomendasi 

bagi peningkatan praktik transparansi dan akuntabilitas di masa depan.  

Oleh sebab itu peneliti mengambil penelitian dengan  judul  

“Analisis Peran Audit Internal Dalam mengoptimalkan 

Penerapan Prinsip Good Governance  ditinjau dari perspektif 

islam di PPID Jember” 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan penjelasaan yang mungkin sudah cukup kompleks 

dan lengkap dari keterangan konteks penelitian yang diambil, maka 

peneliti mengangkat suatu permasalahan yang esensi nya cukup 

mendominasi pada research kali ini, yakni  

1. Bagaimana peran internal audit pada mengoptimalkan penerapan 

prinsip Good Governance  di PPID Jember? 

2. Bagaimana peran internal audit pada mengoptimalkan penerapan 

prinsip Good Governance menurut Pandangan Islam di PPID 

Jember? 

C. Tujuan Penelitian 

Pada permasalahan yang mejadi fokus pada research diatas, maka 

tujuan dilaksanakan penelitian yaitu Untuk Mengidentifikasi peranan 

audit internal dalam mengoptimalkan prinsip Good Governance  di 

PPID Jember. Serta untuk menegetahui bagaimana jika hal tersebut 

ditarik dalam perspektif islam. 
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D. Manfaat Penelitian 

Kontribusi yang akan didistribusikan sesudah penelitian selesai 

termasuk dalam manfaat penelitian.  Manfaat bagi peneliti, institusi, 

dan masyarakat luas merupakan contoh manfaat penelitian secara 

teoritis dan praktis.  Manfaat penelitian harus masuk akal.  Diharapkan 

penelitian ini akan memberi manfaat pada beberapa pemangku 

kepentingan, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian kini diharapkan dapat memperkaya literatur 

tentang peranan audit internal dalam mengoptimalkan prinsip-

prinsip Good Governance  dengan perspekstif islam, dan juga 

penelitian ini membantu untuk mengidentifikasi peran audit 

internal dalam memgoptimalkan prinsip Good Governance  

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teori tentang 

bagaimana peranan audit internal mengoptimalkan penerapan 

prinsip Good Governance  dengan pendapat syariah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti/Akademisi 

Dengan melakukan penelitian yang sekarang, peneliti juga 

bisa belajar langsung bagaimana penerapan dari Audit internal 

tersebut. Sehingga dengan pengalaman belajar tersebut bisa 

juga menambah wawasan terhadap teori yang mereka dapatkan 

dalam bangku perkuliahan. Bagi Regulasi Dan Kebijakan 
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b. Bagi Instansi 

Dengan penelitian ini akan sangat membantu dalam 

melakukan evaluasi terhadap system dan juga kebijakan yang 

sedang berjalan mengenai peranan sekaligus implementasi dari 

Audit internal itu sendiri. 

 

c. Bagi Masyarakat 

Dengan dilakukan nya penelitian ini, maka akan sangat 

membantu terhadap mesyarakat umum, dikarenakan pada 

instansi yang digunakan sebagai objek sekarang juga berupa 

lembaga pemerintah yang di khususkan kepada masyarakat 

umum. 

E. Definisi Istilah 

Pemahaman terhadap istilah-istilah kunci yang menjadi titik 

fokus peneliti dalam judul penelitian dicantumkan dalam definisi 

istilah.  Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan penafsiran 

terhadap makna istilah yang dimaksudkan oleh peneliti. 

1. Audit Internal 

Audit internal adalah proses evaluasi yang bersifat sistematis 

dan independen yang diterapkan oleh unit audit pada suatu 

organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengendalian 

internal, kelola risiko, dan tata kelola. Tujuan utama dari audit 

internal adalah untuk memastikan bahwa perusahaan berfungsi 



13 
 

 
 
 

sesuai dengan kebijakan, proses, dan hukum yang relevan serta 

memberikan saran untuk peningkatan bila diperlukan.15 

2. Pengoptimalan 

Pengoptimalan atau mengoptimalkan adalah proses untuk 

membuat sesuatu menjadi seefisien atau seefektif mungkin dengan 

menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Tujuan 

dari pengoptimalan adalah untuk mencapai hasil terbaik dalam 

suatu sistem, situasi, atau proses dengan cara meminimalkan 

kelemahan, mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak 

diperlukan, dan memaksimalkan hasil yang diinginkan. 

3. Good Governance  

Good Governance  adalah Sebuah sistem dalam organisasi 

yang bertujuan untuk mencapai kinerja organisasi yang maksimal 

dengan metode yang tidak berdampak negatif terhadap masyarakat. 

Good Governance  Ini mencakup transparansi, akuntabilitas, 

tanggung jawab, serta keadilan dalam pengelolaan sumber daya 

organisasi. Audit internal berkontribusi pada penerapan Good 

Governance  dengan memastikan bahwa praktik manajerial 

dilakukan secara etis dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Good Governance  biasanya juga merujuk pada system yang 

digunakan untuk memberikan arahan dan mengelola organisasi. Ini 

mencakup struktur, proses, dan mekanisme yang memberikan 

                                                                 
15

 Agoes, S. (2017). Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan 

Publik. Edisi 5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. 
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kepastian bahwa lembaga pemerintah beroperasi secara efektif, 

efisien, dan sesuai dengan hukum serta regulasi yang sudah 

diberlakukan. Dalam konteks audit internal, tata kelola mencakup 

pengawasan terhadap kepatuhan pada kebijakan dan tata aturan 

yang ditetapkan oleh pengelola manajemen.16 

4. Perspektif Islam 

Perspektif Islam adalah cara pandang yang berlandaskan di 

ajaran nilai-nilai agama Islam, meliputi akan aneka macam aspek 

dari kehidupan insan, baik spiritual, sosial, maupun material. 

5. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)   

Lembaga ini merupakan pejabat yang ditunjuk sang 

pemerintah buat mengelola info serta dokumentasi publik. Tugas 

PPID mencakup penyediaan, pengelolaan, dan pengawasan info 

publik agar bisa diakses oleh rakyat. PPID pula bertanggung jawab 

buat menyampaikan kepastian bahwa isu yang diberikan adalah 

seksama, tepat ketika, serta sejalan menggunakan ketentuan yg 

telah diberlakukan. 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sesuai dengan materi yang akan dibahas, sistematis 

pembahasan kepenulisan merupakan kerangka konsep sekaligus 

rancangan pembahasan dari isi Skripsi yang mencoba untuk 

                                                                 
16

 Tri Widyawati Rahayuningsih, Irawaty Igirisa, et al, 2024, Penerapan Prinsip -Prinsip 

Good Governance  Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi 

Gorontalo, Vol 1, Jurnal  Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hal 1-5. 

http://eprints.polsri.ac.id/8979/3/3.%20BAB%20II.pdf 
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memahami segala sesuatu dari semua pembahasan sebelumnya. Pada 

dasarnya, skripsi ini terdiri atas V(lima) bab, yang masing-masing bab 

memiliki sub-bab, yang satu sama lain saling berkaitan dan 

memperdalam pemahaman kita terhadap bab sebelumnya.:  

BAB I : Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang masalah 

yang menjadi dasar pentingnya penelitian; fokus masalah 

menjelaskan pentingnya riset ; tujuan dan manfaat riset ; 

definisi istilah; dan metodologi yang akan dibahas. 

BAB II : Menjabarkan beberapa penelitian terdahulu dan studi 

teoritis disertakan dalam bagian tinjauan pustaka. Berbagai 

research gap yang terkait dengan riset yang akan diuraikan 

dalam bagian ini. Dalam tinjauan teoritis, teori apa saja 

yang menjadi dasar penelitian dikaji. 

BAB III : Menjabarkan mengenai pendekatan riset yang dipakai 

peneliti, termasuk jenis dan metodologi riset, daerah, 

partisipan, teknik eksplor data, validitas, serta tahapan-

tahapannya. 

BAB IV : Menggabungkan temuan-temuan penelitian lapangan.   

Bagian ini mencakup sasaran riset, penyampaian data, 

uraian data, dan penjabaran temuan. 

BAB V : Menjabarkan pembahasan akhir yang berupa kesimpulan 

dari studi teoretis dan penelitian, yang mencakup 

kesimpulan, rekomendasi, ringkasan temuan, dan 
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penjelasan mengenai signifikansi penelitian, diakhiri 

dengan pernyataan penutup, daftar pustaka, dan lampiran-

lampiran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Di bagian ini, peneliti menyajikan beberapa output dari research 

gap, baik yang telah dipublikasikan maupun belum, dari jurnal 

nasional maupun internasional yang signifikan pada riset yang akan 

dilaksanakan nantinya. Rangkuman dari riset tersebut disusun untuk 

menunjukkan tingkat orisinalitas dan posisi penelitian ini. Adapun 

beberapa penelitian yang dijadikan acuan terkait Audit Internal 

disampaikan di bawah ini.: 

1. Yuyun Syafithri, Tertiarto Wahyudi, dkk, 2025, “Operasionalisasi 

dan Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal:  

Systematic Literature Review”  

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan Pustaka yang 

sistematis, yaitu pendekatan terstruktur untuk menelaah literatur 

ilmiah guna membangun pemahaman, melakukan refleksi kritis, 

serta merumuskan arah penelitian selanjutnya. Pedoman yang 

dibuat oleh Kitchenham et al. dikutip dalam penelitian ini.  Sesuai 

dengan standar tersebut, peneliti menerapkan kriteria inklusi dan 

eksklusi berdasarkan kata kunci efektivitas audit internal dan 

menggunakan database elektronik terkemuka, termasuk Emerald, 

Science Direct, MDPI, Pro Quest, Google Scholar, dan Semantic 

Scholar. Salah satu aset strategis yang membantu manajemen  
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puncak menerapkan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko 

secara efektif adalah kompetensi fungsional auditor internal.  IIA 

menyatakan bahwa karakteristik organisasi dan hubungan, sumber 

daya dan kompetensi tim audit, serta metode dan aktivitas audit, 

semuanya mempengaruhi seberapa efektif audit internal. Hal ini 

menjadi semakin penting seiring meningkatnya peran audit 

internal dalam membantu organisasi merespons tantangan 

ekonomi global yang terus berkembang.17 

2. Berwin Anggara, Siti Septi Ariani, 2025, “Studi Efektivitas Audit 

Internal dalam Upaya Mitigasi Tindakan  Fraud di Institusi 

Pemerintahan” 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk 

menggambarkan fenomena melalui data angka yang dianalisis 

secara statistik, termasuk statistik deskriptif seperti modus, mean, 

dan median. Metode ini menggunakan survei dengan kuesioner 

sebagai alat utama pengumpulan data. Data yang diperoleh dari 

responden kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan 

temuan yang terukur dan objektif. Penelitian ini bertujuan untuk 

menilai efektivitas audit internal serta faktor-faktor penentu 

keberhasilannya, yaitu independensi, pengendalian internal, 

profesionalisme, dan kompetensi, oleh Inspektorat Kota Metro 

dalam upaya pencegahan fraud di lingkungan Pemerintah Kota 

                                                                 
17

 Yuyun Syafithri, Tertiarto Wahyudi, et al, “Operasionalisasi dan Faktor-Faktor yang  

Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal:  Systematic Literature Review”, vol 9, Owner: Riset & 

Jurnal Akuntansi, 2025, 512-528 
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Metro. Studi kuantitatif ini melibatkan 31 perespon. Eksplorasi 

data dilakukan melalui sebarluasan kuesioner kepada Jabatan 

Fungsional Auditor (JFA) yang telah bekerja di Inspektorat Kota 

Metro selama lebih dari satu tahun. Data yang diperoleh kemudian 

ditabulasi dan dianalisis menggunakan uji asumsi klasik, regresi 

linier berganda, serta uji hipotesis dengan bantuan aplikasi SPSS 

versi 26.18 

3. Huda Sukmawan, Machmudin Eka Prasetya, 2025, “Evaluasi 

Peran Audit Internal dalam Penerapan  Manajemen Risiko  (Studi 

Kasus pada Kementerian Keuangan)”  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

menggunakan metodologi studi kasus. Creswell mendefinisikan 

penelitian kualitatif sebagai sebuah metode untuk menyelidiki dan 

memahami interpretasi yang dibuat oleh orang atau kelompok 

terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Krippendorff 

menjelaskan bahwa pendekatan analisis studi ini - analisis isi - 

memungkinkan temuan penelitian untuk dipahami dengan 

menguraikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh 

dokumen-dokumen yang relevan. Dari hasil penelitian ini, 

Inspektorat Jenderal dapat memperkuat perannya dengan 

memperluas pengawasan, tidak hanya terbatas pada kantor pusat. 

Dengan jumlah auditor internal Inspektorat Jenderal yang terbatas 

                                                                 
18

 Berwin Anggara, Siti Septi Ariani, “Studi Efektivitas Audit Internal dalam Upaya 

Mitigasi Tindakan  Fraud di Institusi Pemerintahan”, vol 5, Jurnal Revenue Jurnal Akuntnasi, 

2025, 1418-1435 
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dan adanya instansi Kementerian Keuangan yang tersebar di 

seluruh Indonesia, sinergi dapat dilakukan dengan Unit Kepatuhan 

Manajemen Risiko (UKMR). Inspektorat Jenderal sebagai lini 

ketiga dapat bekerja sama dengan UKMR sebagai lini kedua untuk 

menilai kepatuhan manajemen terhadap penerapan manajemen 

risiko.19 

4. Ricky, 2024, “Pengaruh Audit Internal dan  Pengendalian Internal 

Terhadap  Deteksi Fraud Dalam Laporan  Keuangan” 

Melalui tinjauan literatur, penelitian ini berusaha untuk 

menyelidiki bagaimana audit internal dan pengendalian internal 

mempengaruhi identifikasi kecurangan dalam laporan keuangan. 

Dua alat penting untuk mengidentifikasi dan menghentikan 

kecurangan adalah audit internal dan kontrol internal, namun 

budaya perusahaan dan pengaruh dari luar sering kali berdampak 

pada seberapa efektif sistem-sistem ini. Pengendalian internal 

yang kuat dan audit internal yang independen bekerja sama untuk 

meningkatkan efektivitas pendeteksian kecurangan, menurut studi 

penelitian tersebut.20 

5. Afi Masruroh, Tessa Eka Tania, Irda Agustin Kustiwi, 2024 

“Pengaruh Audit Internal dalam Upaya Pencegahan Korupsi 

(Studi Literatur)” 

                                                                 
19

 Huda Sukmawan, Machmudin Eka Prasetya, “Evaluasi Peran Audit Internal dalam 

Penerapan  Manajemen Risiko  (Studi Kasus pada Kementerian Keuangan)”, vol 9, Owner: Riset 

& Jurnal Akuntansi, 2025, 262-274 
20

 Ricky, “Pengaruh Audit Internal dan  Pengendalian Internal Terhadap  Deteksi Fraud 

Dalam Laporan  Keuangan”, vol 7, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 2024, 18687-18691 
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Hubungan antara teori dan faktor-faktor terkait dikaji dalam 

penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan 

penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber-sumber 

buku dan jurnal yang dapat diakses baik secara offline maupun 

online.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji seberapa 

penting audit internal dalam memerangi korupsi. Salah satu alat 

yang paling penting untuk menemukan risiko korupsi dan 

kelemahan dalam bisnis adalah audit internal. Studi ini melihat 

bagaimana teknik audit internal, seperti memantau transaksi, 

mengevaluasi kepatuhan, dan menerapkan pengendalian internal, 

dapat berhasil menurunkan risiko korupsi. Tujuan penelitian ini 

adalah merumuskan hipotesis tentang pengaruh variabel-variabel 

yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya. Hasilnya 

menunjukkan bahwa tekanan, peluang, dan rasionalisasi yang 

tinggi meningkatkan korupsi, sementara audit internal tidak efektif 

mencegahnya.21 

6. Tri Widyawati Rahayuningsih, Irawaty Igirisa, dkk, 2024, 

“Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance  Pada Kantor Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo” 

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini berupa 

kualitatif. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang 

diperoleh melalui tulisan, ucapan, atau pengamatan terhadap perilaku 

                                                                 
21

 Afi Masruroh, Tessa Eka Tania, Irda Agustin Kustiwi, “Pengaruh Audit Internal dalam 

Upaya Pencegahan Korupsi (Studi Literatur)”, vol 9, Jurnal Ekonomi & Bisnis, 2024, 49-56 
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individu maupun kelompok. Penelitian ini menggunakan prosedur 

deskriptif yang telah disesuaikan dengan situasi di lokasi 

penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip 

Good Governance  sudah diimplementasikan dengan baik di 

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Akuntabilitas 

tercermin dari karakter pegawai yang bertanggung jawab, 

profesional, cermat, teliti, dan berintegritas tinggi. Prinsip dari 

transparansi terlihat melalui pelayanan yang jujur, objektif, dan 

tulus, meskipun pembaruan informasi di website masih perlu 

ditingkatkan.22 

7. Yuni Sukandani, Dessy Dwi Marta, dkk, 2024, “Peran Audit 

Internal dalam Melakukan Pencegahan  Kecurangan Akuntansi 

(Fraud)” 

Penelitian ini menggunakan strategi deskriptif kualitatif 

yang dikombinasikan dengan metodologi tinjauan literatur.  

Metode ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran 

rinci tentang kejadian yang mereka lihat. Ulasan, gagasan, dan 

ringkasan dari berbagai sumber, termasuk buku, publikasi ilmiah, 

dan materi terkait dari internet yang berkaitan dengan masalah 

penelitian, dianalisis untuk melengkapi tinjauan pustaka. 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran audit internal 

dalam mencegah kecurangan akuntansi di perusahaan. Tinjauan 

                                                                 
22

 Tri Widyawati Rahayuningsih, Irawaty Igirisa, et al, 2024, Penerapan Prinsip -Prinsip 

Good Governance  Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi 

Gorontalo, Vol 1, Jurnal  Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hal 1-5. 
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literatur adalah alat pilihan untuk pendekatan kualitatif ini. Untuk 

memberikan pencerahan pada masalah penelitian, data sekunder 

dianalisis. Berdasarkan temuan tersebut, auditor internal dapat 

menilai efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan 

melalui analisis dan pengujian. Auditor internal bertanggung 

jawab memastikan bahwa seluruh rencana dan aktivitas 

perusahaan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dengan 

memahami secara menyeluruh ruang lingkup pengendalian 

internal yang diterapkan.23 

8. Yanchun Xia, Huan Zhang, Shijun Guo, 2024, “Mandatory 

internal control audits and management earnings forecast” 

Penelitian ini menguji bagaimana perubahan dalam audit 

pengendalian internal wajib (MICA) mempengaruhi akurasi 

perkiraan laba manajemen. Dengan menggunakan pengenalan 

MICAs secara bertahap di Cina sebagai guncangan eksogen, kami 

menemukan penurunan yang signifikan dalam kesalahan ramalan 

laba manajemen setelah pengenalan MICAs. Selain itu, kami 

menemukan bahwa pengenalan MICA membantu mengurangi 

kesalahan perkiraan laba manajemen dengan meningkatkan 

efektivitas pelaporan pengendalian internal dan meningkatkan 

kualitas pelaporan keuangan. Kami juga menemukan bahwa 

keinformatifan perkiraan laba manajemen meningkat setelah 

                                                                 
23

 Yuni Sukandani, Dessy Dwi Marta, et al, “Peran Audit Internal dalam Melakukan 

Pencegahan  Kecurangan Akuntansi (Fraud)”, vol 2, Jurnal Inovasi dan Tren, 2024, 522-526 
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pengenalan MICA. Secara kolektif, hasil penelitian kami 

menyoroti peran penting MICA di pasar modal dan memiliki 

implikasi untuk yurisdiksi di mana MICA telah dilakukan atau 

sedang dipertimbangkan untuk diimplementasikan.24 

9. Qianqian Chen, Zhi Chen, 2024, “Mandatory internal control 

audit and corporate financialization” 

Dalam penelitian ini secara empiris menguji dampak dari 

sistem audit pengendalian internal wajib terhadap finansialisasi 

perusahaan berdasarkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di 

saham A China dari tahun 2007 hingga 2021 dengan 

menggunakan model perbedaan-perbedaan untuk analisis empiris. 

Temuan menunjukkan bahwa audit pengendalian internal wajib 

memiliki efek penghambatan terhadap finansialisasi perusahaan. 

Analisis heterogenitas menunjukkan bahwa sistem audit 

pengendalian internal wajib memiliki efek penghambatan yang 

lebih signifikan terhadap tingkat finansialisasi perusahaan non-

BUMN, perusahaan di wilayah timur, dan perusahaan di wilayah 

dengan regulasi keuangan yang lebih lemah.25 

10. Sylvie Chevrier, Elise Goiseau, dkk, 2023, “Managing mentoring 

for the labor market integration of  humanitarian migrants ” 

                                                                 
24

 Yanchun Xia, Huan Zhang, Shijun Guo, “Mandatory internal control audits and 

management earnings forecast”, vol 85, Pacific-Basin Finance Journal, 2024 
25

 Qianqian Chen, Zhi Chen, “Mandatory internal control audit and corporate 

financialization”, vol 62, Finance Research Letters, 2024 
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Penelitian ini mengkaji desain dan tantangan operasional 

dalam mengelola program pendampingan yang mendukung 

integrasi pasar tenaga kerja bagi para migran kemanusiaan. Data 

dikumpulkan dengan menggunakan observasi partisipan yang 

diperluas terhadap kegiatan dan proses organisasi, analisis 

dokumen dan komunikasi yang berorientasi internal dan eksternal, 

dan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan program 

di sebuah organisasi Prancis yang bekerja dengan para migran 

kemanusiaan yang baru saja tiba.  Dengan menggunakan wawasan 

teoritis dari pendekatan penciptaan nilai, makalah ini 

mengidentifikasi bagaimana organisasi berusaha membangun 

proposisi nilai, termasuk bagaimana hal ini tertanam dalam desain 

program dan keterlibatan para aktor. Selain itu, penelitian ini juga 

mengkaji secara kritis bagaimana hal tersebut ditafsirkan, 

diberlakukan, dan terkadang ditumbangkan melalui persepsi dan 

tindakan berbagai aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program. 

Dengan demikian, penelitian ini mengevaluasi bagaimana ruang 

lingkup, tujuan dan dampak yang dibayangkan oleh organisasi 

diterjemahkan ke dalam pengalaman peserta, yang berpotensi 

membentuk hasil program. Temuan penelitian ini menekankan 

implikasi dari spesialisasi program dan tata kelola yang 

terdistribusi terhadap pengelolaan skema pendampingan yang 
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efektif yang bertujuan untuk memfasilitasi transisi pekerja migran 

ke dunia kerja.26 

Tabel 2.1 

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu 

No  Nama Peneliti Judul penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Yuyun Syafithri, 

Tertiarto 
Wahyudi, dkk 

(2025) 
 
 

Operasionalisasi 

dan Faktor-
Faktor yang  

Mempengaruhi 
Efektivitas 
Audit Internal:  

Systematic 
Literature 

Review 

Diantara kedua 

penelitian ini 
sama-sama 

mengkaji 
perihal 
bagaimana 

caranya 
menerapkan 

audit internal. 

Terdapat 

ketidaksamaan 
pada kedua 

penelitian kini, 
yakni metode 
yang 

digunakan 
pada penelitian 

sebelumnya 
menggunakan 
studi pustaka 

artinya sumber 
referensi yang 

digunakan 
berupa buku 
buku, 

sedangkan 
pada penelitian 

yang sekarang 
menggunakan 
metode 

kualitatif 
artinya terjun 

langsung ke 
lapangan 
(observasi). 

2. Berwin Anggara, 

Siti Septi Ariani 
(2025) 

 

Studi Efektivitas 

Audit Internal 
dalam Upaya 

Mitigasi 
Tindakan  Fraud 
di Institusi 

Pemerintahan 

Pada kedua 

penelitian ini 
sama sama 

menggunakan 
audit internal  
sebagai subjek 

dalam 
penelitian ini. 

Pada penelitian 

sebelumnya 
variabel bebas 

nya 
menggunakan 
me mitigasi 

tindakan fraud, 
sedangkan 

                                                                 
26

 Sylvie Chevrier, Elise Goiseau, et al, 2023, “Managing mentoring for the labor market 

integration of  humanitarian migrants ”, vol 2, Journal of management, 2023, 1-10 
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Dan juga 
menempatkan 

audit internal 
sebagai 
variabel utama 

dalam 
mewujudkan 

dan 
meningkatkan 
efektivitas 

dalam tujuan 
lembaga 

instansi. 

pada penelitian 
sekarang 

menggunakan 
GCG dalam 
perspektif 

islam sebagai 
variabel bebas. 

3. Huda Sukmawan, 
Machmudin Eka 

Prasetya (2025) 
 

Evaluasi Peran 
Audit Internal 

dalam 
Penerapan  
Manajemen 

Risiko  (Studi 
Kasus pada 

Kementerian 
Keuangan) 
 

Persamaan 
antara kedua 

penelitian ini 
adalah 
membahas 

tentang 
penerapan 

Audit Internal 
dan metode 
penelitian yang 

digunakan. 
 

Pada penelitian 
ini variable 

pembantu atau 
variable yang 
digunakan 

adalah 
menggunakan 

kata Analisis 
dalam 
mewujudkan 

GCG, 
sedangkan 
penelitian yang 

terdahulu lebih 
menekankan 

kepada 
evaluasi 
terhadap apa 

apa yang sudah 
berlaku. 

 



28 
 

 
 

4. Ricky (2024) 
 

Pengaruh Audit 
Internal dan  

Pengendalian 
Internal 
Terhadap  

Deteksi Fraud 
Dalam Laporan  

Keuangan 
 

Penelitian ini 
dan penelitian 

yang akan 
dilakukan juga 
menganalisis 

bagaimana 
penerapan 

Audit internal 
dalam suatu 
lembaga untuk 

menguji ke 
efektif annya. 

 

Penelitian ini 
pada peneltian 

yang sekarang 
lebih 
menekankan 

kepada objek 
penelitian, 

yaitu 
penelitian 
tertuju pada 

kinerja 
keuangan dari 

lembaga itu 
sendiri dan 
variable yang 

digunakan. 
Dan juga 

metode yang 
digunakan 
berbeda. 

 

5. Afi Masruroh, 
Tessa Eka Tania, 

Irda Agustin 
Kustiwi (2024) 
 

Pengaruh Audit 
Internal dalam 

Upaya 
Pencegahan 
Korupsi (Studi 

Literatur) 

Pada kedua 
penelitian ini 

sama-sama 
membahas 
tentang 

bagaimana 
caranya 

menerapkan 
Audit Internal 
dalam dalam 

suatu badan 
lemnbaga. 

, 

Meskipun ada 
kesamaaan 

dari kedua 
penelitian ini 
pada variabel 

yuang 
digunakan, tapi 

metode yang 
digunakan 
berbeda. 

, 

6. Tri Widyawati 
Rahayuningsih, 

Irawaty Igirisa, 
dkk, (2024)  

Penerapan 
Prinsip-Prinsip 

Good 
Governance  
Pada Kantor 

Badan 
Pemeriksa 

Keuangan 
(BPK) 
Perwakilan 

Provinsi 
Gorontalo 

Perbandingan 
pada penelitian 

kali ini 
merujuk pada 
persamaan 

subjek yang 
digunakan 

adalah Good 
Governance  
sebagai 

variable utama 
dan juga 

Tapi meskipun 
sama dalam 

penggunaan 
variabel, akan 
tetapi pada 

penelitian 
sebelumnya 

menggunakan 
laporan 
keuangan 

terhadap objek 
dari penelitian 
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metode yang 
digunakan. 

tersebut. 

7. Yuni Sukandani, 

Dessy Dwi Marta, 
dkk (2024)  

Peran Audit 

Internal dalam 
Melakukan 

Pencegahan  
Kecurangan 
Akuntansi 

(Fraud) 

Pada kedua 

penelitian ini 
sama sama 

membahas 
tentang 
bagaimana 

caranya 
menerapkan 

audit internal 
dalam 
mendukung 

tujuan suatu 
lembaga 

instansi. 

Perbedaan dari 

kedua 
penelitian ini 

terdapat pada 
metode yang 
dilakukan, jika 

pada penelitian 
yang 

sebelumnya 
menggunakan 
metode 

deskriptif 
kualitatif, yaitu 

menenkankan 
kepada 
fenomena yang 

diangkat, maka 
pada penelitian 

yang sekarang 
menggunakan 
kualitatif pada 

intansi, yakni 
observasi 
langsung ke 

lapangan. 

8. Yanchun Xia, 
Huan Zhang, 

Shijun Guo 
(2024) 

 

Mandatory 
internal control 

audits and 
management 

earnings 
forecast 

Pada kedua 
penelitian kali 

ini memiliki 
titik persamaan 

pada 
pembahasan 
yang akan 

diterangkan, 
yaitu sama 

sama 
menjelaskan 
konsep pada 

audit intenal. 

Meskipun ada 
persamaan dari 

kedua 
penelitian ini, 

akan tetapi 
juga terdapat 
perbedaan 

yaitu pada 
metode yang 

digunakan, jika 
pada penelitian 
sebelumnya 

menggunakan 
metode 

kuantitatif, 
maka pada 
penelitian yang 

sekarang 
menggunakan 
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metode 
kaulitatif. 

9. Qianqian Chen, 

Zhi Chen (2024) 
 

Mandatory 

internal control 
audit and 

corporate 
financialization 

Pada kedua 

penelitian ini 
memiliki 

persamaan 
yaitu di 
metode yang 

digunakan, 
metode yang 

digunakan 
adaalah 
kaulitatif. 

Meskipun 

metode yang 
diambil itu 

sama, akan 
tapi juga ada 
perbedaan 

pada kedua 
penelitian 

tersebut yaitu 
variabel 
independen 

nya, jika pada 
penelitian 

sekarang 
menggunakan 
istilah audit 

internal 
sebagai 

variabel 
independen, 
maka pada 

penelitian 
sebelumnya 
menggukan 

tata kelola 
sebagai 

variabel 
independen. 

10. Sylvie Chevrier, 

Elise Goiseau, 
dkk, 2023 

Managing 

mentoring for 
the labor market 
integration of  

humanitarian 
migrants 

Persamaan dari 

dua penelitian 
ini berupa 
metode yang 

digunakan 
yaitu kualitatif. 

Perbedaan nya 

adalah pada 
peneltitian 
sekarang 

menggunakan 
audit internal 

sebagai subjek 
utama dan 
GCG sebagai 

variabel 
dependen 

 

Sumber : Data diolah oleh peneliti, tahun 2025 
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B. Kajian Teori 

1. Audit Internal  

a. Pengertian Audit Internal  

Menurut mulyadi audit internal merupakan suatu fungsi 

penilaian yang independen dalam suatu organisasi yang bertugas 

untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi 

yang dilaksanakan, sebagai bentuk layanan kepada manajemen.27 

Pendapat ini di dukung oleh pernyataan dari salah seorang ahli 

yakni Agoes Sukrisno, yaitu Audit internal merupakan 

pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal terhadap 

kegiatan-kegiatan perusahaan untuk memastikan apakah kegiatan 

tersebut telah sesuai dengan kebijakan, rencana, dan prosedur yang 

telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan, serta untuk 

mengetahui apakah pengendalian internal telah berjalan secara 

efektif.28 Kedua pendapat para Ahli tersebut di perkuat oleh 

Insititut Of Internal Auditor yang pernyataan nya “An independent, 

impartial assurance and consulting activity, internal auditing aims 

to enhance and optimize an organization's operations.  By 

providing a methodical, disciplined way to assess and enhance the 

efficacy of risk management, control, and governance procedures, 

it assists a company in achieving its goals.”, “Sebagai aktivitas 

asurans dan konsultasi yang independen dan tidak memihak, audit 

                                                                 
27

 Mulyadi. (2018). Auditing (Edisi Terbaru). Salemba Empat 
28

 Agoes, S. (2017). Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan 

Publik. Edisi 5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. 
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internal bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan 

operasi organisasi.  Dengan menyediakan cara yang metodis dan 

disiplin untuk menilai dan meningkatkan efektivitas manajemen 

risiko, pengendalian, dan prosedur tata kelola, audit internal 

membantu perusahaan mencapai tujuannya.”29 

b. Ruang Lingkup Audit Internal 

Menguji dan mengevaluasi efektivitas dan kecukupan sistem 

pengendalian internal organisasi, serta kualitas pekerjaan yang 

dilakukan dalam memenuhi tugas yang telah ditetapkan, semuanya 

termasuk dalam ruang lingkup audit internal. Internal  auditor 

meliputi: 

                                                                 
29

 Institute of Internal Auditors. (2020). The International Professional Practices 

Framework (IPPF). 
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Tabel 1.3 

Ruang Lingkup Audit Internal 

No Jenis Audit Tujuan Ruang Lingkup 

1. Audit Kinerja Memberikan pernilaian 
terhadap kepatuhan suatu 

organisasi. 

Ke efektivan kinerja 
dalam mencapai 

tujuan. 

2. Audit 
Kepatuhan 

Memberikan penilaian 
terhadap keesfienan 
sumber daya yang telah 

digunakan. 

Kepatuhan terhadap 
kebijakan internal 
pada organisasi, 

khususnya di PPID 
Jember. 

3. Audit Probitas Memastikan bahwa 

proses pengambilan 
keputusan berjalan secara 
objektif. 

Identifikasi potensi 

masalah. 

Sumber : Data tentang Jenis dan Ruang Lingkup Jenis Audit 

Tujuan dari Audit internal adalah memberikan jaminan, nasihat, 

wawasan, dan pandangan ke depan yang independen, berbasis risiko, dan 

obyektif kepada dewan direksi dan manajemen, Anda dapat meningkatkan 

kapasitas organisasi untuk menghasilkan, memelihara, dan 

mempertahankan nilai.30 

Audit internal adalah prosedur yang tidak memihak dan independen 

yang dilakukan oleh tim audit organisasi untuk mengevaluasi efisiensi 

kerangka kerja pengendalian internal. Tujuan utamanya adalah 

mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui pemberian saran terkait 

manajemen risiko, evaluasi kinerja, dan pengendalian manajemen.31 

c. Audit Internal Yang Efektif 

Untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas operasional 

perusahaan, keberadaan departemen audit internal yang berjalan secara 

                                                                 
30

 Institute International Auditor (IIA), Standar Audit Internal Global, Lake Mary USA, 

2024. Hal 15 
31

 https://mutucertification.com/tujuan-penerapan-audit-

internal/?utm_source=chatgpt.com 
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optimal sangatlah penting. Beberapa hal perlu diperhatikan agar supaya 

perusahaan dapat membentuk departemen audit internal yang efektif:32 

Tabel 1.4 

Indikator audit internal 

Indikator Penjelasan 

Independensi Departemen audit internal harus memiliki 

posisi yang independen dalam struktur 
organisasi perusahaan. 

Support System Top management harus memberikan 
dukungan penuh kepada departemen 

audit internal. 

Integritas dan 
profesionalisme 

Departemen audit internal harus terdiri 
dari tenaga profesional yang kapabel, 
objektif, serta memiliki integritas dan 

loyalitas tinggi. 

Character audit Internal audit departemen harus 
mempunyai internal audit character 

Sumber : Data yang di eksplor oleh peneliti tentang Indikator Audit Internal 

d. Standar Profesional Audit Internal 

Menurut Hery standar profesional audit internal terbagi atas  empat 

macam diantaranya yaitu :33 

a) Independensi   

Auditor internal harus bersifat mandiri dan terpisah dari 

aktivitas yang diaudit. Kemandirian tercapai ketika auditor dapat 

bekerja dengan bebas dan objektif. Sikap ini penting agar penilaian 

yang diberikan tetap netral, yang hanya dapat dijaga melalui posisi 

organisasi yang tepat dan sikap objektif auditor internal. 

  

                                                                 
 32

 Kusumawati, N. A. (2016). Peran Audit Internal dalam mewujudakn Good Corporate 

Governance. Jurnal Riset Mahasiswa (JRMA) Volume: 04, Nomor: 01 
33

 Hery. (2019). Auditing dan Assurance: Pendekatan Terpadu. Edisi 1. Jakarta: Grasindo. 
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b) Profesional  

Auditor internal harus bekerja dengan keahlian dan ketelitian 

profesional. Setiap auditor wajib memiliki kemampuan profesional. 

Untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilakukan dengan 

benar dan tepat, pimpinan audit internal harus menunjuk tim yang 

memiliki pengetahuan dan keahlian dari berbagai bidang, termasuk 

akuntansi, ekonomi, keuangan, statistik, teknologi informasi, 

perpajakan, dan hukum. 

c) Lingkup pekerjaan  

Lingkup audit internal terdiri dari penilaian atas efektivitas 

dan luasnya sistem pengendalian internal organisasi. Tujuannya 

adalah memastikan Sistem ini dapat memberikan tingkat jaminan 

yang adil bahwa tujuan dan sasaran organisasi dapat dicapai secara 

efektif, murah, dan sesuai rencana. 

e. Jenis-Jenis Audit Internal 

Audit internal sendiri memiliki beberapa jenis, diantara lain:34 

a) Audit Kepatuhan: Memberikan kepastian bahwa organisasi 

mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan, baik 

internal dan juga eksternal. Audit ini dapat mencakup pemeriksaan 

dokumen, wawancara dengan staf, dan observasi langsung. 

                                                                 
34

 https://mitraberdaya.id/id/news-information/jenis-audit-internal 
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b) Audit Kinerja: Menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber 

daya perusahaan. Auditor akan meninjau proses bisnis untuk 

mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. 

c) Probitas audit : proses audit yang dilakukan untuk menilai 

integritas, kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan, dan 

transparansi dalam kegiatan atau proyek tertentu, khususnya yang 

berisiko tinggi, seperti pengadaan barang/jasa pemerintah, kerja 

sama proyek besar, atau pengelolaan keuangan publik. 

f. Fungsi Audit internal 

Berikut beberapa fungsi audit internal dalam organisasi:35 

a) Memastikan bahwa operasional perusahaan mematuhi 

regulasi perundang-undangan dan ketetapan internal yang 

sudah ditetapkan. 

b) Mencegah dan mendeteksi adanya penipuan atau 

kecurangan di dalam organisasi melalui pengujian kontrol 

internal dan analisis data 

c) Meningkatkan tanggung jawab untuk pelaporan keuangan, 

hasil fisik, kegiatan, dan pencatatan. 

d) Mengawasi dan mengevaluasi efektivitas pengendalian 

internal organisasi dan langkah-langkah manajemen risiko. 
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e) Mengidentifikasi kelemahan dalam proses bisnis dan 

memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas operasional organisasi. 

2. Good Governance  

a. Pengertian Good Governance   

Sedarmayanti menyatakan bahwa tata kelola yang baik 

menuntut komitmen dan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah 

maupun masyarakat. Koordinasi, kejujuran, profesionalisme, serta 

etos kerja dan semangat kerja yang kuat merupakan hal yang 

diperlukan untuk tata kelola pemerintahan yang efektif.  Aturan 

hukum, akuntabilitas, keterbukaan, dan transparansi adalah prinsip-

prinsip utama yang disoroti. Menurut World Bank, Good 

Governance  mencakup penghindaran korupsi baik di bidang 

politik maupun pemerintahan, serta manajemen pengembangan 

yang kuat serta bertanggung jawab. Selain itu, Good Governance  

juga menekankan pada aturan keuangan serta penciptaan kerangka 

hukum yang kondusif bagi pertumbuhan aktivitas usaha. Menurut 

Bintoro Tjokroamidjojo, Good Governance  adalah suatu jenis 

manajemen atau administrasi pembangunan yang mengutamakan 

peran pemerintah dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip 

berikut: akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi, daya 

tanggap, konsensus, keadilan, partisipasi, pengawasan, dan visi 
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strategis.36 Good Governance  adalah konsep tata kelola 

pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, partisipatif, dan 

berorientasi pada kepentingan publik. Gagasan ini sangat 

menekankan pada penerapan kebijakan dan pengambilan 

keputusan dengan cara yang bertanggung jawab yang melibatkan 

sektor publik, bisnis, dan pemerintah.37 

b. Prinsip Good Governance  

Dalam sebuah intansi tentunya memiliki beberapa kebijakan 

yang diterapkan dalam perusahaannya, salah satunya tentunya 

adalah penerapan prinsip dari Good Governance , Menurut 

Mardiasmo dalam bukunya (Akuntabilitas Sektor Publik), terdapat 

beberapa prinsip utama Good Governance , yaitu:38 

a) Transparansi  

Transaparansi diartikan dengan Keterbukaan pemerintah 

yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi 

terkait pelaksanaan pemerintahan, dengan tetap berpegang 

teguh terhadap peraturan yang ditetapkan. 

b) Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah Kewajiban orang yang menerima 

kepercayaan (agen) untuk melaporkan kepada orang yang 
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memberikan kepercayaan (prinsipal), yang memiliki wewenang 

untuk meminta laporan, semua perilaku yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

c) Kesetaraan 

Prinsip kesetaraan menegaskan sesungguhnya setiap warga 

negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik dan 

ikut dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada 

hidupnya secara sama, tanpa diskriminasi. Kesetaraan juga 

berarti perlakuan yang adil bagi semua warga, tanpa 

memandang status sosial, ekonomi, suku, agama, atau latar 

belakang lainnya. 

d) Partisipasi 

Semua aspek masyarakat harus diikutsertakan dalam tahap 

penetuan keputusan, baik secara langsung maupun melalui 

lembaga perwakilan yang memiliki reputasi baik, sesuai 

dengan konsep partisipasi. Mekanisme partisipatif ini 

memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan 

kebutuhan dan aspirasi rakyat. 

e) Supremasi Hukum 

Prinsip ini berarti bahwa seluruh proses pemerintahan harus 

dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku secara adil, 

konsisten, dan tidak diskriminatif. Hukum menjadi fondasi 

utama dalam setiap tindakan dan kebijakan pemerintah. 
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c. Manfaat – Manfaat Good Governance 39 

Sebagai dasar utama yang biasa dipegang dalam sebuah 

lembaga pemerintah untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

mewujudkan tujuannya, tentunya Good Governance  memiliki 

beberapa manfaat, antara lain: 

a) Good Governance  mewajibkan pejabat dan lembaga publik 

untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan 

anggaran secara transparan.  

b) Pengelolaan sumber daya dilakukan secara optimal untuk 

menghasilkan output yang sesuai dengan keperluan umum. 

c) Prinsip transparansi, supremasi hukum, dan akuntabilitas 

membantu menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan 

mencegah penyalahgunaan wewenang. 

d) Masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga 

kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan 

meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. 

d. Ruang lingkup dan Tujuan Good Governance  

Ruang lingkup Good Governance  meliputi berbagai elemen 

dalam pengelolaan lembaga pemerintah, yang berfungsi sebagai 

panduan dan arahan bagi berbagai pihak, antara lain:40 
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a) Pemerintah publik 

Meliputi: sistem birokrasi, pengambilan kebijakan, pelayanan 

publik, serta cara kerja daripada check and balance antar 

lembaga negara. 

b) Hubungan antara masyarakat dan pemerintah 

Menekankan adanya keterbukaan, partisipasi, dan komunikasi 

dua arah antara pemerintah dan warga negara. 

c) Penegakan hukum 

Menekankan supremasi hukum, akses terhadap keadilan, dan 

perlindungan terhadap hak-hak individu serta kelompok 

masyarakat. 

d) Para pemangku kepentingan (stakeholders) 

Keterlibatan sektor swasta, LSM, media, dan organisasi publik 

dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan publik. 

Good Governance  bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan 

yang efektif, efisien, bersih, dan bertanggung jawab dalam melayani 

kepentingan masyarakat luas. Sedangkan Menurut Mardiasmo, tujuan 

dari Good Governance  adalah untuk menciptakan pemerintahan 

nasional yang kuat, pasar yang kompetitif, dan masyarakat sipil yang 

mandiri untuk meningkatkan rasa aman bagi masyarakat.41 
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3. Perspektif Islam 

Perspektif Islam adalah cara pandang yang berlandaskan pada 

ajaran agama Islam, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, 

baik spiritual, sosial, maupun material. Berikut adalah pandangan 

Islam terhadap peran audit internal dalam lembaga organisasi : 

1) Audit Internal Sebagai Amanah Dalam Islam 

Dalam ajaran Islam, amanah merupakan salah satu prinsip 

dasar yang wajib dijaga dalam setiap aspek kehidupan, termasuk 

dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Amanah tidak 

hanya berarti menjaga titipan secara fisik, tetapi juga mengandung 

makna tanggung jawab moral atas segala bentuk pekerjaan dan 

keputusan yang diemban oleh seseorang, khususnya yang berkaitan 

dengan kepentingan publik. Sebagaimana firman Allah SWT 

dalam QS. An-Nisa: 58 

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil..."42 

Dalam salah satu hadits juga disebutkan bahwasanya audit 

internal adalah bentuk tanggung jawab atas amanah organisasi. 

Ketika seseorang diamanahi untuk melakukan pengawasan, maka 

berkhianat dalam hal ini (misalnya menyembunyikan 

penyimpangan) adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah. 
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"Tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, 

apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia 

berkhianat."43 

Dalam sebuah jurnal penelitian juga dijelaskan tentang 

peranan yang sangat penting daripada audit internal dalam 

pendangan islam. 

“Dari perspektif Islam, audit syari'ah sangat dibutuhkan untuk 

memenuhi maqāṣid al-Sharīʿ ah dan dengan demikian melindungi 

kekayaan orang, membuat transaksi adil dan transparan untuk 

klien, dan mencegah setiap transaksi atau transaksi yang tidak halal 

(diperbolehkan). Namun, perlu dicatat bahwa audit syariah 

bukanlah metode yang baru dibuat, seperti yang telah diterapkan 

sepanjang sejarah Islam dalam bentuk hisbah 

(pertanggungjawaban).”44 

 Berdasarkan beberapa data diatas, dapat disimpulkan 

bahwasanya Audit internal dalam perspektif Islam bukan hanya 

dipandang sebagai alat administratif, tetapi juga merupakan bentuk 

amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual. 

Dalam ajaran Islam, amanah tidak sekedar menjaga titipan secara 

fisik, namun mencakup integritas, kejujuran, dan 

pertanggungjawaban. Selain itu, audit internal di PPID Jember 

telah memainkan peran penting sebagai bentuk pelaksanaan 
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amanah, terutama dalam pengawasan informasi publik dan 

pelayanan kepada masyarakat. Tantangan seperti keterbatasan 

SDM dan perubahan regulasi tetap ada, namun nilai-nilai Islam 

menjadi pedoman kuat untuk menjaga integritas dalam 

pengawasan dan pengambilan keputusan. 

Dan juga ada beberapa prinsip utama Good Governance  

menurut pandangan Islam :45 

1) Prinsip Akuntabilitas 

Akuntabilitas dalam perspektif hukum Islam adalah 

kewajiban yang dibebankan kepada bisnis atau organisasi untuk 

menjawab kepada pemangku kepentingan atau masyarakat 

umum. Tujuan utama akuntabilitas adalah melindungi 

kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dan 

meningkatkan pemahaman tentang kewajiban moral, sosial, dan 

agama yang menyertai pelaksanaan bisnis. Prinsip ini juga 

sudah tertera pada kitab suci 

Al-qur‟an di surah Al-Baqarah Ayat 42, Allah Berfirman : 

تَ  َٔ طِمِ  لََ تَهۡثسُِٕاْ ٱنۡحَكَّ تٱِنۡثََٰ َٔ  ٌَ ٕ ًُ أََتىُۡ تعَۡهَ َٔ ًُٕاْ ٱنۡحَكَّ  ُ  كۡت
Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak 

dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak 
itu, sedang kamu mengetahuinya.”46 
 

Prinsip Akuntabilitas ini juga disinggung dalam sebuah hadits 

riwayat Bukhori No 893. 
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"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan 

dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."47 

Tidak hanya di Al Qur‟an dan Hadits yang menjelaskan 

tentang prinsip akuntabilitas dalam pandangan islam, kalimat ini 

juga tercantum pada salah satu jurnal. 

“Akuntabilitas dalam ekonomi Islam merupakan prinsip dasar dari 

sistem ekonomi Islam, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, 

dan kontrol di semua bidang kegiatan ekonomi. Konsep ini 

bersumber dari prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang 

menekankan pentingnya etika, keadilan, dan kejujuran dalam 

segala kegiatan ekonomi, terutama program kerja yang islam.”48 

2) Prinsip Transparansi 

Prinsip-prinsip transparansi dalam Islam sangat menekankan 

pada penyediaan informasi yang akurat, menyeluruh, dan adil bagi 

semua pihak yang berkepentingan.  Menyediakan media untuk 

menyampaikan pendapat, saran, dan kritik terhadap perbaikan 

kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik dan terarah. Prinsip 

ini juga sudah tertera pada kitab suci 

Al-qur‟an di surah Al-Baqarah Ayat 282, Allah Berfirman : 

ٓ أجََم َٰٗ ٍٍ إِنَ ۡٚ اْ إرَِا تذََاَُٚتىُ تذَِ ٕٓ ُ ٍَ ءَايَُ ا ٱنَّزِٚ َٓ أَُّٓٚ سَىّ  ٖ  ََٰٚ نۡٛكَۡتةُ فٱَكۡتثُُُِِٕۚ  ٖٖ  يُّ َٔ 

ُكَىُۡ  ۡٛ لََ  تٱِنۡعذَۡلِِۚ  كَاتِةُ   تَّ ا ٚكَۡتةَُ  أٌَ كَاتِة   ٚأَۡبَ  َٔ ًَ ُّ  كَ ًَ ُِۚ  عَهَّ هِمِ  فَهۡٛكَۡتةُۡ  ٱللََّّ ًۡ ُ نۡٛ َٔ 
ِّ  ٱنَّزِ٘ ۡٛ نۡ  ٱنۡحَكُّ  عَهَ َٔ ۡٙ ُّ شَ ُۡ لََ َٚثۡخَسۡ يِ َٔ ُۥ  َ سَتَّّ ٌَ  فئٌَِ اِۚ ٖ  ٖ  َٛتَّكِ ٱللََّّ  ٱنَّزِ٘ كَا

 ِّ ۡٛ ًٓا ٱنۡحَكُّ  عَهَ ٔۡ  سَفِٛ ٔۡ  ضَعِٛفاً أَ مَّ  أٌَ ٚسَۡتطَِٛعُ  لََ  أَ ًِ ُ ٚ  َٕ هِمۡ  ُْ ًۡ ُ ُۥ فَهۡٛ نُِّّٛ  تٱِنۡعذَۡلِِۚ  َٔ
ذُٔاْ  ِٓ ٱسۡتشَۡ َٔ  ٍِ ۡٚ ٛذَ ِٓ جَانِكىُۡ   يٍِ شَ ٍِ فشََجُمٚكَُ  نَّىۡ  فئٌَِ سِّ ۡٛ ٌِ  ٖ  َٕاَ سَجُهَ ٱيۡشَأَتاَ َٔ 
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ٍ ًَّ ٌَ  يِ ٕۡ ٍَ  تشَۡضَ َٓذَآءِ  يِ ا تضَِمَّ  أٌَ ٱنشُّ ًَ ُٓ شَ  إحِۡذَىَٰ ا فَتزُكَِّ ًَ ُٓ َِٰٖۚ  إحِۡذَىَٰ لََ  ٱلۡۡخُۡشَ َٔ 

َٓذَآءُ  ٚأَۡبَ  لََ  دعُُٕاِْۚ  يَا إرَِا ٱنشُّ ٓ تَسۡ  َٔ َٰٗ ٔۡ كَثِٛشًا إِنَ اْ أٌَ تكَۡتثُُُِٕ صَغِٛشًا أَ ٕٓ يُ َٖ  ٖ
 ٌَ ٓ أٌَ تكَُٕ اْ إلََِّ ٕٓ ُ ٓ ألَََّ تشَۡتاَت َٰٗ أدَََۡ َٔ ذجَِ  ََٰٓ وُ نِهشَّ َٕ ألَۡ َٔ  ِ نِكىُۡ ألَۡسَظُ عُِذَ ٱللََّّ

ِِّۦۚ رََٰ أجََهِ

شَجً حَاضِشَج ا ٖ  تجََِٰ َٓ ُكَىُۡ  تذُِٚشََُٔ ۡٛ سَ  تَ ۡٛ كىُۡ  فَهَ ۡٛ ا   ألَََّ  ُاَح  جُ  عَهَ َْ اْ  تكَۡتثُُٕ ٓٔ ذُ ِٓ أشَۡ  إرَِا َٔ
لََ  تَثاَٚعَۡتىُِۡۚ  لََ  ٖ  ٚضَُاسَّٓ كَاتِة َٔ ٛذ َٔ ِٓ إٌِ ِٖۚ ٖ  شَ ُۥ تفَۡعَهُٕاْ  َٔ ٱتَّمُٕاْ  تكِىُۡ   فسُُٕقُ   فئَََِّّ َٔ 

  َ ًُكىُُ  ٱللََّّ ٚعَُهِّ َٔ   ُ ُ  ٱللََّّ ٱللََّّ ءٍ  تكُِمِّ  َٔ ۡٙ    ٖ  عَهِٛى شَ
Artinya:  “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang 
penulis menuliskannya di antara kamu dengan benar. Janganlah 

penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah 
orang yang berhutang itu mendiktekannya. Dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia 
mengurangi sedikitpun daripadanya. Akan tetapi, jika orang 

yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka 
hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur. Dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 
(di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) 

seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang 
kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi 
mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan 

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil. Dan janganlah 
kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai 

batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi 
Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada 
tidak (menimbulkan) keraguanmu, kecuali jika hal itu 

merupakan muamalah yang kamu jalankan secara tunai untuk 
waktu yang ditentukan. Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu 
bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. 
Janganlah penulis dan saksi-saksi itu dirugikan. Jika kamu 

lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah 
suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. 

Dan Allah memberi pengajaran kepadamu. Dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu.”49 

Hal ini juga diterangkan dalam hadits Muslim No.102, meskipun 

tidak disebutkan secara ekspilisit tentang transparansi, tapi nilai 
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nilai yang terkandung di prinsip transparansi masih dijunjung 

tinggi. 

"Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukan bagian dari 

golongan kami."50 

Dalam sebuah jurnal penelitian juga dijelaskan tentang prinsip 

Transparansi dalam pendangan islam. 

"Transparansi adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam, yang 

mendorong para pelaku ekonomi untuk memberikan laporan yang 

jujur dan akurat tentang aset dan pendapatan, serta berpegang pada 

prinsip kejujuran, keterbukaan, dan ketersediaan informasi pada 

semua aspek kegiatan ekonomi dalam kerangka prinsip-prinsip 

Islam."51 

3) Keadilan („Adl) 

Dalam Islam, keadilan adalah salah satu prinsip dasar yang 

harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam 

pengelolaan bisnis. Keadilan berarti memberikan hak-hak yang 

seharusnya diterima oleh semua pihak tanpa diskriminasi. Ada 

beberapa ayat Al-Qur‟an yang cukup lengkap dalam menjelaskan 

apa itu keadilan, seperti surah Al Hujurat ayat 9 yang berbunyi : 

ا عَهَٗ َٔ  ًَ ُٓ ٌ  تغََتۡ إحِۡذَىَٰ ا  فئَِ ًَ َُُٓ ۡٛ ٍَ ٱلۡتَتَهُٕاْ فأَصَۡهِحُٕاْ تَ ؤۡيُِِٛ ًُ ٍَ ٱنۡ ٌِ يِ إٌِ طَائٓفَِتاَ

ِِۚ فئٌَِ فاَءَٓتۡ فأَصَۡهِحُٕاْ  ٓ أيَۡشِ ٱللََّّ َٰٗ ءَ إِنَ ٓٙ َٰٗ تفَِ تِٙ تَثۡغِٙ حَتَّ
تِهُٕاْ ٱنَّ َٰٖ فمَََٰ ٱلۡۡخُۡشَ
ألَۡسِ  َٔ ا تٱِنۡعذَۡلِ  ًَ َُُٓ ۡٛ ٍَ  تَ مۡسِطِٛ ًُ َ ٚحُِةُّ ٱنۡ ٌَّ ٱللََّّ  إِ

اْ  ٕٓ  طُ
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 (HR. Muslim no. 102) 
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 Elis Mediawati, Akuntabilitas dan Transparansi dalam Ekonomi Islam, (Bandung: Universitas 
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Artinya: “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin 

berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Tetapi jika 
salah satu dari keduanya berbuat zalim kepada yang lain, maka 
perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sampai golongan 

itu kembali kepada peraturan Allah. Jika ia kembali (kepada 
Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan 

berlaku adillah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang 
berlaku adil”.52 
Allah Juga berfirman dalam surah An nisa‟ Ayat 58 yang 

berbunyi : 

ٍَ ٱنَُّاسِ أٌَ  ۡٛ تىُ تَ ًۡ إرَِا حَكَ َٔ ا  َٓ هِ ْۡ ٓ أَ َٰٗ تِ إِنَ ََُٰ اْ ٱلۡۡيَََٰ َ ٚأَۡيُشُكىُۡ أٌَ تؤَُدُّٔ ٌَّ ٱللََّّ ۞إِ
ا تصَِٛش ٛعَ  ًِ ٌَ سَ َ كَا ٌَّ ٱللََّّ ا ٚعَِظكُىُ تۦِِّٓ  إِ ًَّ َ َعِِ ٌَّ ٱللََّّ ًُٕاْ تٱِنۡعذَۡلِِۚ إِ    اٖ  تحَۡكُ

Artinya “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk 
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 

apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya 
kamu menetapkan dengan adil. Sebaik-baik yang diperintahkan 

Allah kepadamu adalah yang demikian itu. Sesungguhnya Allah 
Maha Mendengar lagi Maha Melihat.53 
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 QS Hujurat, (49), : 9. 
53

 QS An nisa‟, (4), : 58. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian bersifat deskriptif dan Normatif. Bogdan dan Taylor 

menyatakan bahwa, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dilakukannya penelitian ini di 

lapangan, untuk menginterpretasikan fakta relevan secara menyeluruh.54 

Metode ini memperoleh data melalui wawancara, observasi langsung, atau 

analisis dokumen yang telah tersedia, serta menuntut pemahaman 

mendalam terhadap konteks yang diteliti.55 Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif guna memungkinkan keterlibatan langsung di 

lapangan, sehingga dapat memahami secara mendalam fenomena yang 

terjadi dan melakukan analisis secara menyeluruh tentang peran audit 

internal dalam mengoptimalkan dari prinsip Good Governance  dengan 

perspektif islam di PPID Jember. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menjelaskan tempat dilaksanakannya penelitian. 

Wilayah penelitian umumnya mencakup lokasi seperti desa, organisasi, 

instansi, peristiwa, teks, dan sebagainya, serta unit analisis yang  

                                                                 
54

 Masrukhin, Metode Penelitian Kualitatif, (Kudus: Media Ilmu Press , 2015),  3-4, 

https://rb.gy/s9qhj.  
55

 J.R. Raco, Metode penelitian kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya ,  

(Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 64, https://osf.io/mfzuj/download.  

https://rb.gy/s9qhj
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digunakan. Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian sesuai 

dengan judul penelitian yaitu kantor pejabat pengelola informasi dan 

dokumentasi (PPID) di Jl. Nusantara No.2, Kaliwates Kidul, Kaliwates, 

Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131.56 

Alasan peneliti memilih tempat penelitian tersebut yaitu karena 

Sebagai lembaga publik, PPID Jember berperan penting dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui keterbukaan informasi. 

Audit internal dapat memberikan rekomendasi tentang bagaimana 

informasi harus disampaikan secara efektif kepada masyarakat, dengan 

mempertimbangkan etika dan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi 

keterbukaan (transparansi) dan tanggung jawab terhadap publik. Tidak 

hanya itu, Jember juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki masyarakat 

dengan background keagamaan yang kuat. Menerapkan Good Governance  

berdasarkan perspektif Islam menjadi relevan di wilayah ini karena 

prinsip-prinsip dalam Good Governance , seperti keadilan, tanggung 

jawab, dan transparansi, dapat dikaitkan dengan ajaran Islam. Akan tetapi, 

bukan menutup kemungkinan bahwa akan adanya kendala yang terjadi 

ketika penerapan prinsip Good Governance  tersebut. Oleh sebab itu, kini 

penelitii tertarik untuk melaksanakan penelitian pada PPID jember untuk 

membuktikan apakah penerapan prinsip Good Governance  sudah 

diterapkan dengan optimal di PPID Jember, karena hal tersebut perlu 

adanya penelitian lebih dalam terkait pembahasannya. 

                                                                 
56
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C. Subyek Penelitian 

Bagian ini menjelaskan jenis dan sumber data yang digunakan, 

termasuk data yang ingin dikumpulkan, siapa yang menjadi informan atau 

narasumber, serta metode pengumpulan data yang menjamin validitasnya. 

Dalam penentuan informan untuk mengetahui sumber data dilakukan 

wawancara secara langsung, yaitu memilah dengan pertimbangan dan 

tujuan tertentu.57 

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan informan yaitu : 

1. Bapak Iqbal (Inspektur) 

2. Ibu Sonia (Inspektur) 

3. Bapak Rahmat (Kominfo) 

Data-data yang ingin diperoleh meliputi profil PPID Jember, visi dan 

misi PPID Jember, Struktur pemerintahan PPID Jember, efektifitas 

penerapan Good Governance  di PPID Jember, dan dokumen lain yang 

dibutuhkan berhubungan dengan peran audit internal di PPID Jember. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Karena mengumpulkan data adalah tujuan utama penelitian, 

prosedur pengumpulan data adalah tahap yang paling strategis dalam 

proses penelitian.  Tanpa menguasai metode ini, peneliti tidak akan dapat 

mengumpulkan data yang memenuhi.58 Tujuan utama teknik pengumpulan 

data yaitu untuk memperoleh data yang diperlukan dalam mencapai tujuan 

                                                                 
57

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : ALFABETA, 

2008),  216. 
58

 Hardani, “Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 

2020), 120 
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penelitian. Dalam penelitian ini, strategi yang digunakan untuk 

pengumpulan data oleh peneliti yaitu: 

1. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan secara 

langsung di lapangan atau lokasi penelitian guna memperoleh 

informasi dan memahami fenomena yang diteliti. Baik observasi 

langsung maupun tidak langsung memberikan manfaat dalam 

mengungkap kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, peneliti perlu 

melakukan tahapan observasi untuk memperoleh data tertulis yang 

dianggap penting.59 Observasi ini dilakukan untuk mengetahui 

gambaran tentang Implementasi dan kendala peran audit internal 

dalam pengomptimalan Good Governance  menurut pandangan 

syariah islam. Oleh sebab itu, observasi yang dilakukan pada Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jember dengan cara 

pengamatan dan pencatatan secara langsung dan tidak langsung antara 

lain sebagai berikut: 

1) Letak lokasi yang cukup akurat dari PPID Jember. 

2) Menemukan data yang cukup relevan dalam eksplor data peran 

audit internal dalam mengoptimalkan penerapan dari Good 

Governance. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung : ALFABETA, 

2008). 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan interaksi antara dua pihak untuk saling 

bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab guna memperoleh 

data yang dibutuhkan terkait objek penelitian. Peneliti menggunakan 

teknik wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara bebas tanpa 

panduan yang tersusun secara sistematis dan rinci. Pedoman 

wawancaranya hanya berupa garis besar topik yang akan dibahas.60 

Adapun penelitian ini dilakukan menggunakan wawancara secara 

sistematis untuk mendapatkan informasi yang efefktif dan kompleks 

dalam penerapan Good Governance  itu sendiri di PPID Jember. 

Adapun nantinya data yang akan dibutuhkan melalui wawancara ini  

sebagai berikut: 

1. Peran Audit internal dalam di PPID Jember. 

2. Pengoptimalan Penerapan Prinsip Good Governance di PPID 

Jember. 

3. Kendala dalam implementasi prinsip Good Governance. 

3. Dokumentasi 

Tulisan, foto, atau karya sejarah seseorang dapat dianggap sebagai 

dokumen.  Dokumen profil PPID Kabupaten Jember, dokumentasi 

wawancara, dan dokumentasi penelitian yang berupa peraturan dan 

perundang-undangan. Pendekatan dokumentasi mencakup hal-hal yang 
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 Masrukhin, Metode Penelitian Kualitatif, (Kudus: Media Ilmu Press , 2015),  106-107. 
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diperlukan untuk penelitian dan digunakan sebagai tambahan dari data 

yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. 

E. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mengidentifikasi dan menyusun data 

secara sistematis, baik yang diperoleh dari wawancara, catatan 

lapangan, maupun sumber lainnya, agar mudah dipahami dan temuan 

yang dihasilkan dapat disampaikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengatur data, memecahnya menjadi unit-unit, 

menyintesis, menyusun pola, memilih informasi penting untuk 

dipelajari, dan menarik kesimpulan yang dapat disampaikan kepada 

orang lain.61 

Teknik analisis data kualitatif penelitian ini digunakan peneliti untuk 

menganalisis dan mengolah data sehingga dapat memberikan uraian 

informasi terkait peran audit internal dalam mengoptimalkan 

penerapan Prinsip Good Governance  di PPID Jember. 

F. Keabsahan Data 

Untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat diandalkan 

dan dijelaskan dengan baik, validitas data harus diperiksa.  Triangulasi 

adalah metode validitas data yang digunakan dalam penelitian ini.62 

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan 

berbagai metode dan sumber data yang sudah ada. Dengan 
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menggunakan triangulasi, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, 

tetapi juga sekaligus menguji keakuratan data melalui berbagai teknik 

dan sumber tersebut.63 Pada penelitian ini, keabsahan data penelitian 

diuji menggunakan metode triangulasi sumber, yaitu pengumpulan 

data dari wawancara mendalam dengan pengelola dana desa dan 

analisis dokumen resmi, yang selanjutnya diverifikasi untuk 

memastikan konsistensi dan akurasi informasi.  

Triangulasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan dua atau lebih 

metode pengumpulan data untuk memeriksa validitas temuan 

penelitian. Oleh karena itu, triangulasi data dilakukan dengan 

mencocokkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen untuk 

memperkuat keandalan data. Dengan menggunakan berbagai teknik 

pengumpulan data, triangulasi memungkinkan konsolidasi informasi, 

di mana keunggulan satu metode bisa mengimbangi kelemahan metode 

lainnya, sehingga menghasilkan temuan yang lebih valid dan 

komprehensif.64 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian ini bertujuan menjelaskan langkah-langkah 

sistematis yang harus dijalani oleh peneliti. Secara umum, penelitian 

kualitatif dibagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu: a) Tahapan 

persiapan, b) Tahapan pekerjaan lapangan, dan c) Tahap analisis data. 
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Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti 

dalam proses penelitian yaitu : 

1. Tahap persiapan 

a. Menyusun rancangan penelitian 

b. Menentukan objek penelitian 

c. Mengajukan judul kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

yang dilengkapi sesuai dengan persyaratan pengajuan judul 

yakni, Identitas Mahasiswa, Judul skripsi, Latar belakang, 

rumusan masalah, metode, dan daftar bacaan yang relevan. 

d. Konsultasi judul dengan Dosen pembimbing 

e. Mengurus Perizinan 

f. Menjajaki dan menilai lapangan 

g. Memilih dan memanfaatkan informan 

h. Menyiapkan perlengkapan penelitian 

i. Persoalan etika dalam penelitian 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Setelah peneliti mendapatkan persetujuan dari pimpinan 

instansi untuk melakukan penelitian, peneliti langsung menuju ke 

subjek penelitian untuk mengumpulkan data, dimulai dengan 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk 

mendapatkan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan 

Implementasi pada peran audit internal dalam mengoptimalkan 
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prinsip Good Governance  dengan perspektif islam di PPID 

Jember. 

3. Tahap Penyelesaian 

Tahap penyelesaian merupakan fase akhir dalam penelitian, 

di mana peneliti mengolah data, mengurus perizinan selesai, dan 

memastikan data sudah valid serta lengkap. Selanjutnya, data 

dianalisis dan disusun menjadi karya ilmiah sesuai ketentuan di 

UIN KHAS Jember.  
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

1. Sejarah singkat PPID Jember 

Berdirinya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

di Jember, baik di tingkat pemerintah maupun di Universitas Jember, 

merupakan hasil dari implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-undang ini 

diundangkan secara efektif pada 30 April 2010 dan menjadi dasar bagi 

pembentukan PPID di berbagai instansi publik, termasuk di Jember. 

PPID Jember, baik di Pemkab Jember, maupun di Universitas Jember, 

dibentuk untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan informasi publik. Pada awalnya, implementasi UU KIP di 

Kabupaten Jember berjalan lambat. Hingga tahun 2011, Jember 

termasuk dalam 28 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur yang belum 

membentuk PPID. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi 

Provinsi Jawa Timur, Joko Tetuko, yang mendorong Pemkab Jember 

untuk segera membentuk PPID guna mewujudkan pemerintahan yang 

transparan dan akuntabel. Keberadaan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan  
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(1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban badan 

publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, 

tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) 

pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban badan publik 

untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. PPID 

bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, penyediaan, 

penyimpanan, dan pendokumentasian informasi publik yang dimiliki 

oleh badan publik. Memperoleh informasi adalah hak asasi manusia, 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 28 F, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk 

berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan 

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 

memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.65 Keterbukaan 

informasi merupakan salah satu pilar penting yang akan mendorong 

terciptanya iklim transparansi. Orang-orang menjadi semakin 

bersemangat untuk belajar, terutama di era yang serba terbuka ini. 

Karena implementasi UU KIP merupakan perubahan yang signifikan 

dalam cara masyarakat, negara, dan negara beroperasi, maka setiap 

orang di negara ini perlu menyadari bahwa semua badan dan lembaga 

pemerintah yang menangani informasi harus mematuhi prinsip-prinsip 

akuntabilitas, tata kelola pemerintahan yang baik, dan tata kelola 
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pemerintahan yang baik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 

organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang 

tidak berbadan hukum, seperti perkumpulan, lembaga swadaya 

masyarakat, dan organisasi lain yang mengelola atau menggunakan 

dana yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 

APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, termasuk 

ke dalam cakupan Badan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008. 

B. Visi dan Misi PPID 

a. Visi 

Terwujudnya PPID Utama Kabupaten Jember yang handal dalam 

pengelolaan dan pelayanan informasi publik.    

b. Misi 

1) Menyediakan akses yang mudah dan cepat bagi masyarakat 

terhadap informasi publik yang dibutuhkan. 

2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi publik yang 

tersedia. 

3) Mengembangkan sistem pengelolaan informasi publik yang 

efektif dan efisien. 

4) Membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.  
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5) Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya 

informasi publik. 

2. Struktur Organisasi 

a. Pembina   

Tugas Pokok: Memberikan arahan strategis dalam pelaksanaan 

layanan informasi publik.   

b. Atasan PPID (biasanya Sekretaris Daerah)   

Tugas Pokok: Membuat kebijakan umum terkait layanan 

informasi; menyelesaikan sengketa informasi di tingkat internal.   

c. PPID Utama (biasanya Kepala Dinas Kominfo)   

Tugas Pokok:  Menyusun dan mengkoordinasikan pelayanan 

informasi.  Menentukan informasi yang bisa dan tidak bisa 

diakses publik.  Membuat Daftar Informasi Publik (DIP).  

Melaksanakan pengklasifikasian informasi.   

d. Tim Pertimbangan bagian Audit Internal (Inspektorat) 

Tugas Pokok: melakukan audit internal terhadap pengelolaan 

informasi publik, termasuk dokumentasi, pelayanan informasi 

dan pengaduan publik. 

e. Bidang/Divisi di bawah PPID Utama:   

1) Bidang Pelayanan Informasi Memberikan layanan informasi 

publik kepada masyarakat.  Menerima, memproses, dan 

menjawab permintaan informasi.  Mengelola meja layanan 

informasi (offline maupun online).   
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2) Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Mengelola 

penyimpanan dan dokumentasi informasi/dokumen.  

Melakukan pengarsipan elektronik dan fisik.  Memastikan 

informasi yang tersedia mudah dicari dan diakses.   

3) Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi 

Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat 

terkait pelayanan informasi.  Menyiapkan bahan untuk 

penyelesaian sengketa informasi.   

4) Bidang Pengelolaan Website dan Media Informasi 

Mengelola portal PPID dan mempublikasikan informasi.  

Menjaga update berita/informasi di website resmi PPID.   

5) PPID Pelaksana (di setiap OPD/Perangkat Daerah)  Tugas 

Pokok:  Membantu PPID Utama dalam menyediakan 

informasi yang dikuasai oleh unit kerja masing-masing.  

Mengkoordinasikan pelayanan informasi di tingkat OPD.66 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PPID Jember 
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B. Penyajian Data dan Analisis 

Penyajian data dan analisis dalam penelitian ini melibatkan 

penguraian temuan-temuan yang diperoleh dan menghubungkannya 

dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam proses ini, data 

yang relevan diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan informasi, 

seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk mempercepat 

jalannya penelitian. Berdasarkan hasil yang diperoleh, data yang 

terkumpul akan disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran 

yang jelas mengenai peran audit internal dalam mengoptimalkan prinsip 

Good Govenance : 

1. Peran Internal Audit Pada Mengoptimalkan Penerapan Prinsip 

Good Governance  Di PPID Jember 

a. Peranan Audit Internal di PPID Jember 

Audit Internal merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh 

auditor internal terhadap kegiatan-kegiatan organisasi untuk 

memastikan apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan 

kebijakan, rencana, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh 

manajemen organisasi, serta untuk mengetahui apakah 

pengendalian internal telah berjalan secara efektif.67 Maka audit 

internal memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah 

organisasi,  khususnya di lembaga PPID Jember.  
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Hal ini juga dikonfirmasi oleh Bapak Iqbal selaku Divisi 

Inspektorat, beliau menjelaskan bahwa:  

“Audit internal disini merupakan proses penilaian independen 
yang dilakukan APIP untuk memastikan organisasi tetap dalam 

jalannya mencapai tujuan, APIP disini adalah Aparat 
Pengawasan Intern Daerah. Iya pasti, setiap lembaga 
pemerintah pasti menerapkan audit internal khususnya pada 

lembaga PPID ini, karena satu alasan kuat adalah PPID ini 
suatu lembaga publik yang sentuhannya langsung dengan 

masyarakat, jadi perlu adanya audit internal untuk memastikan 
keefektifan dan keefisiensinya kinerja kami.”68 
 

Dilanjut oleh Ibu Sonia selaku Divisi Inspektorat, beliau 

menjelaskan bahwa: 

“Audit internal itu semacam pengecekan yang bersifat 

independen, biasanya audit disini bertujuan untuk mewujudkan 
apa apa yang sudah menjadi rencana dari PPID ini. Tentu di 

PPID sendiri ini sudah menerapkannya, audit ini sangat amat 
penting, soalnya kita terjun langsung kepada publik.”69 

 

Bapak Rahmat selaku Divisi Kominfo juga menyatakan : 

“Audit internal dalam konteks ini merujuk pada suatu kegiatan 
evaluasi independen yang dilaksanakan oleh Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna memastikan bahwa 

organisasi tetap berada pada jalur yang tepat dalam mencapai 
tujuannya. APIP sendiri merupakan pengawas internal pada 

tingkat daerah. Tentu saja, setiap instansi pemerintah pasti 
memiliki mekanisme audit internal, termasuk di lembaga PPID 
ini. Hal tersebut sangat penting karena PPID adalah lembaga 

publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga 
diperlukan audit internal untuk menjamin kinerja yang efektif 

dan efisien.”70 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti diatas, 

dapat dideskripsikan bahwa Audit Internal yang dilakukan oleh 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah  merupakan proses penilaian 
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independen yang penting untuk memastikan organisasi, khususnya 

lembaga publik seperti PPID Jember. Hal ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa suatu organisasi publik tetap berjalan sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks PPID Jember 

audit internal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya 

penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai lembaga 

publik yang memiliki interaksi langsung dengan masyarakat, PPID 

memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin transparansi 

informasi, serta menyelenggarakan layanan yang efisien dan 

efektif. Oleh karena itu, audit internal yang dilakukan oleh APIP 

bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga berperan sebagai alat 

kontrol strategis dalam mengevaluasi kinerja, mendeteksi 

kelemahan sistem, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang 

bersifat membangun. Dengan adanya audit internal yang kuat dan 

berkelanjutan, PPID Jember dapat menjaga kualitas pelayanan 

informasi publik, meningkatkan akuntabilitas internal, serta 

mendorong pencapaian prinsip-prinsip Good Governance  secara 

menyeluruh. Hal ini menjadi dasar penting dalam membangun 

kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.  

a) Ruang Lingkup 

Audit Internal memiliki peran penting dalam memastikan 

efektivitas tata kelola, pengelolaan informasi, serta kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam 
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pelaksanaan tugas. Tidak hanya itu, dalam memberikan 

pengawasan yang insentif disetiap kinerja organisasi khususnya 

pada PPID Jember, audit internal memiliki beberapa macam jenis 

audit dengan ruang lingkup dan fungsi yang berbeda.  

Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Iqbal selaku Divisi 

Inspektorat:  

“Jenis audit internal yang kami lakukan ada beberapa. 
Pertama,audit kinerja, yang mengevaluasi sejauh mana suatu 

program atau kegiatan dilaksanakan dengan efisien dan efektif. 
Kedua, audit kepatuhan, ini untuk memastikan bahwa 

pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada juga audit 
keuangan, yang memeriksa apakah laporan keuangan yang 

disusun oleh OPD sudah andal dan sesuai dengan standar 
akuntansi pemerintah. Dan satu lagi adalah Probitas Audit, 

yakni proses audit yang bukan hanya mendeteksi kesalahan 
setelah terjadi, tetapi mencegah pelanggaran sebelum proyek 
berjalan terlalu jauh, atau bisa dibilang pelaksanaan audit yang 

dilakukan pada saat program kerja sedang dilakukan.”71 
 

Dilanjut oleh Bu Sonia selaku Devisi Inspektorat, beliau 

menjelaskan bahwa : 

“Pada PPID sendiri menerapkan beberapa macam audit yang 
memiliki ruang lingkup dan fungsi yang berbeda, ya salah 

satunya adalah audit kinerja dan audit kepatuhan, yang dimana 
fungsinya adalah untuk mereview serta mengevaluasi kinerja 
yang sedang dan sudah dilakukan”72 

 

bapak Rahmat selaku divisi Kominfo juga menyatakan : 
 

“PPID menerapkan berbagai jenis audit dengan cakupan dan peran 
yang beragam. Di antaranya adalah audit kinerja dan audit 
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kepatuhan, yang berfungsi untuk meninjau serta menilai efektivitas 

pelaksanaan tugas yang sedang maupun telah dijalankan” 
 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti diatas 

dapat dijelaskan bahwa Audit Internal yang dilakukan di PPID 

Jember mencakup berbagai jenis untuk memastikan pengelolaan 

program dan kegiatan berjalan secara optimal. Dalam lembaga 

Publik khususnya PPID  Jember audit kinerja bertujuan untuk  

menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, sementara 

audit kepatuhan bertujuan untuk memastikan kegiatan sesuai 

dengan regulasi yang berlaku. Audit keuangan difokuskan pada 

keandalan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah. 

Selain itu, terdapat Probitas Audit yang bersifat preventif dengan 

melakukan pengawasan sejak awal pelaksanaan program guna 

mencegah potensi pelanggaran. Keempat jenis audit ini saling 

melengkapi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik 

terutama pada PPID Jember. 

b) Peran Audit Internal 

Audit Internal memiliki kontribusi dalam pengambilan 

keputusan dengan memberikan informasi yang objektif terkait 

efektivitas, efisiensi, risiko, dan kepatuhan dalam pelaksanaan 

program kerja, khususnya pada lembaga PPID Jember. Di PPID 

Jember hasil audit menjadi dasar auditor internal dalam mengambil 

keputusan yang lebih tepat dan juga efektif. Terkait program kerja, 

idealnya seluruh program kerja instansi berada dalam lingkup 
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pengawasan audit internal, baik melalui audit tahunan yang 

direncanakan maupun pemantauan berkala berdasarkan risiko dan 

prioritas strategis. 

Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Iqbal selaku Divisi 

Inspektorat, beliau menjelaskan bahwa:  

“APIP dalam hal ini Inspektorat dianalogikan sebagai mata dan 

telinga yang dapat digunakan pimpinan untuk mendapatkan 
informasi strategis dalam mencapai tujuan. Audit internal 
sendiri merupakan salah satu instrument yang digunakan 

pimpinan untuk mendapat informasi tersebut. Tentu proses 
audit disini tidak bakal luput dari mengambil keputusan, karena 

proses evaluasi dan review sudah cukup untuk melakukan 
pertimbangan.”73 

 

Ibu Sonia selaku Divisi Inspektorat menyatakan : 
 

“APIP disini berperan sebagai salah satu media pengawasan 
yang digunakan oleh pimpinan untuk memperoleh informasi 
tersebut. Tentunya, pelaksanaan audit tidak terlepas dari proses 

pengambilan keputusan, sebab melalui evaluasi dan telah yang 
dilakukan, pimpinan telah memiliki dasar yang cukup untuk 

mempertimbangkan suatu kebijakan.”74 
 
 

Bapak Rahmat selaku Divisi Kominfo memberikan penjelasan 

tentang peranan audi internal : 

 

"Audit merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses 
pengambilan keputusan, karena hasil evaluasi dan penelaahan 

yang dilakukan memberikan landasan yang kuat bagi pimpinan 
dalam menentukan arah kebijakan."75 

 

Berdasarkan data tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

pelaksanaan audit internal memiliki peran penting dalam 

                                                                 
73

 Iqbal, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 30 April 2025 
74

 Sonia, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 30 April 2025 
75

 Rahmat, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 Mei 2025 



70 
 

 
 

mendukung proses pengambilan keputusan oleh pimpinan. Melalui 

evaluasi dan telaah yang dilakukan, audit menyediakan dasar 

informasi yang kuat untuk mempertimbangkan dan menetapkan 

kebijakan. Dalam konteks ini, APIP khususnya Inspektorat 

berfungsi sebagai mata dan telinga pimpinan, menyajikan 

informasi strategis guna mencapai tujuan organisasi. 

c) Timeline Implementasi Audit Internal 

Audit Internal pada dasarnya bekerja berdasarkan rencana kerja 

tahunan yang telah disusun dan disetujui oleh komite audit. Dalam 

pelaksanaan wewenangnya, audit internal mengikuti timeline atau 

jadwal khusus yang mencakup penjadwalan audit rutin, serta tindak 

lanjut atas temuan sebelumnya. Timeline ini disesuaikan dengan 

tingkat risiko, prioritas organisasi, dan sumber daya yang tersedia, 

sehingga pelaksanaan tugas audit internal tetap terarah, efisien, dan 

sesuai tujuan pengawasan yang telah ditetapkan. Begitupun dengan 

lembaga PPID Jember, sebagai lembaga publik pemerintah tentu 

memiliki planning schedule untuk melakukan audit sehingga bisa 

mendapatkan hasil yang maksimum dalam mennetukan tujuan.  

Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Iqbal selaku Divisi 

Inspektorat, beliau menjalaskan bahwa:  

“Iya, tentu ada. Setiap tahun kami menyusun Rencana Kerja 

Pengawasan Tahunan, di mana seluruh kegiatan audit dan 
pengawasan kami dijadwalkan di situ. Timeline ini disusun 
berdasarkan risiko, skala prioritas, dan permintaan dari 
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pimpinan daerah atau bahkan permintaan audit khusus dari 

OPD itu sendiri.”76  
 
Bu Sonia juga menyatakan hal yang sependapat dengan Bapak 

Iqbal perihal timeline pelaksanaan daripada Audit itu sendiri : 

“Pada sistem audit internal disini tentu memiliki timeline 
nya sendiri, meskipun ada yang memeng sesuai dengan 

program kerja yang sedang dilakukan atau sudah 
dilakukan, seperti hal nya pada audit probitas audit, disini 

kami mengaudit pada setiap program kerja yang sedang 
kami lakukan.”77 

 

Kedua pendapata tersebut juga di dukung oleh pernyataan dari 

bapak Rahmat tentang Time Line dari Audit Internal itu 

sendiri: 

“Sistem audit internal di sini tentunya memiliki jadwal 

tersendiri, meskipun dalam praktiknya seringkali sejalan 
dengan program kerja yang tengah berlangsung ataupun 
yang telah selesai. Sebagai contoh, dalam audit probitas, 

kami melakukan audit terhadap setiap program kerja yang 
sedang dijalankan.”78 

Dari data wawancara diatas peneliti dapat dijelaskan bahwa 

kegiatan Audit Internal secara konsisten menyusun Rencana 

Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) sebagai pedoman dalam 

menjadwalkan seluruh kegiatan audit dan pengawasan. 

Penyusunan timeline dilakukan dengan mempertimbangkan 

tingkat risiko, skala prioritas, serta permintaan dari pimpinan 

daerah maupun OPD. Audit internal juga memiliki fleksibilitas 

dalam pelaksanaannya, dengan menyesuaikan kegiatan audit 

terhadap program kerja yang sedang atau telah dijalankan, 
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seperti pada audit probitas yang dilakukan secara paralel 

dengan pelaksanaan program untuk memastikan integritas dan 

akuntabilitas sejak awal. 

b. Optimalisasi Prinsip Good Governnace di PPID Jember 

Good Governance  menuntut komitmen dan keterlibatan semua 

pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Good Governance  

yang efektif membutuhkan koordinasi, integritas, profesionalisme, 

serta etos kerja dan moral yang tinggi. 

a) Implementasi Good Governance   

Pada dasarnya, prinsip Good Governance  merupakan landasan 

penting dalam penyelenggaraan organisasi, terutama di lingkungan 

lembaga PPID jember. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, 

transparansi, efektivitas, dan partisipasi publik menjadi tolok ukur 

dalam menilai kinerja dan integritas suatu lembaga. Oleh karena 

itu, penting untuk meninjau sejauh mana instansi PPID ini telah 

menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik sehari-hari 

sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang baik. 

Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Iqbal selaku Divisi Inspektorat, 

beliau menjelaskan bahwa:  

 “Kalau bicara tentang prinsip Good Governance , kami di 

Inspektorat sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip seperti 
akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas. Secara 

kelembagaan, kami tidak hanya menerapkan itu dalam internal 
kami, tetapi juga mendorong seluruh OPD untuk menjadikan 
prinsip-prinsip tersebut sebagai bagian dari budaya kerja. Pada 

prinsip transparan dan akuntabel, kami setiap pemeriksaan 
dapat dipertanggungjawabkan dan transparan tanpa ada 
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itervensi dari pihak manapun, begitupun dengan Responsive 

kami sigap dalam menerima aduan dari masyarakat, terdapat 
SOP pengaduan”79 
 

Dilanjut oleh pernyataan Bu Sonia selaku Devisi Inspektorat beliau 

menjelaskan bahwa: 

“Kami juga membuka akses informasi publik melalui PPID, 
melakukan monitoring terhadap pengelolaan keuangan dan 
kinerja, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk 

menyampaikan pengaduan. Jadi, penerapan Good Governance  
itu tidak hanya slogan, tapi memang menjadi pedoman dalam 

aktivitas pengawasan dan pelayanan kami.”80 
 

Ha ini juga di nyatakan oleh Bapak Rahmat : 

“Melalui lembaga pemerintah ini, kami menyediakan 
keterbukaan informasi publik, mengawasi pengelolaan 

anggaran serta capaian kinerja, dan memfasilitasi masyarakat 
dalam menyampaikan keluhan. Dengan demikian, prinsip Good 
Governance  bukan sekadar semboyan, melainkan menjadi 

acuan nyata dalam setiap langkah pengawasan dan pelayanan 
yang kami lakukan.”81 

 
Dari data wawancara diatas peneliti dapat dijelaskan bahwa 

Inspektorat berkomitmen kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip 

Good Governance , terutama akuntabilitas, transparansi, 

efektivitas, dan responsivitas. Komitmen ini tidak hanya dijalankan 

secara internal, tetapi juga didorong untuk diterapkan oleh seluruh 

OPD. Setiap kegiatan pemeriksaan dilakukan secara transparan dan 

dapat dipertanggungjawabkan tanpa intervensi, serta terdapat SOP 

yang jelas dalam menangani aduan masyarakat secara cepat dan 

sigap. 
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b) Korelasi peran Audit Internal dengan Good Governance  

Tentu audit internal berperan penting dalam mendukung 

penerapan prinsip-prinsip Good Governance , seperti transparansi, 

akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Melalui 

fungsi pengawasan, evaluasi, serta pemberian rekomendasi, audit 

internal turut memastikan bahwa setiap prinsip tersebut diterapkan 

secara konsisten dan efektif di seluruh lini organisasi, khususnya 

pada PPID Jember. Pada PPID Jember disetiap program kerja yang 

dilaksanakan sudah dalam pengawasan audit internal. 

Hal ini juga sama dengan yang dikatakan oleh Bapak Iqbal 

selaku divisi Inspektorat:  

“Betul, korelasinya sangat erat. Misalnya, prinsip akuntabilitas 
itu langsung kami kawal lewat audit keuangan dan audit 

kinerja. Prinsip transparansi kami dukung melalui evaluasi 
pengelolaan informasi publik dan keterbukaan anggaran. 
Efektivitas dan efisiensi kami pantau lewat audit program kerja. 

Jadi bisa dikatakan, audit internal adalah salah satu instrumen 
utama untuk memastikan prinsip-prinsip Good Governance  itu 

benar benar dijalankan, bukan hanya di dokumen tapi juga 
dalam praktik.”82 

 

Bu Sonia juga menanggapi pertanyaan tersebut : 
 

"Kami mendorong transparansi dengan menilai tata kelola 
informasi publik serta membuka akses terhadap anggaran. 
Sementara itu, efektivitas dan efisiensi organisasi kami awasi 

melalui audit terhadap pelaksanaan program kerja. Dengan 
demikian, audit internal menjadi alat penting dalam menjamin 

penerapan prinsip-prinsip Good Governance  tidak hanya 
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berhenti pada tataran administratif, tetapi juga tercermin nyata 

dalam pelaksanaannya."83 
 
Kedua pendapat tersebut di dukung oleh pendapatnya bapak 

Rahmat : 

"Kami mendukung transparansi lewat evaluasi pengelolaan 
informasi publik dan keterbukaan dalam anggaran. Untuk 

memastikan kegiatan berjalan efektif dan efisien, kami lakukan 
audit terhadap program kerja. Jadi, bisa dibilang audit internal 

jadi salah satu alat utama buat memastikan prinsip-prinsip 
Good Governance  benar-benar diterapkan, bukan cuma tertulis 
di atas kertas, tapi juga dijalankan dalam kenyataan."84 

 
Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat dijelaskan bahwa 

audit internal memiliki peran strategis dalam mendukung 

penerapan prinsip-prinsip Good Governance . Akuntabilitas 

ditegakkan melalui audit keuangan dan kinerja, transparansi dijaga 

lewat evaluasi informasi publik dan keterbukaan anggaran, serta 

efektivitas dan efisiensi dipantau melalui audit program kerja. 

Dengan demikian, audit internal tidak hanya menjadi pengawas 

formal, tetapi juga instrumen utama untuk memastikan prinsip 

Good Governance  terlaksana secara nyata dalam praktik, bukan 

sekadar tercantum dalam dokumen. 

c) Kendala Audit Internal Dalam Pengoptimalan Good Governance  

Audit internal memiliki peran strategis dalam mendukung 

implementasi prinsip-prinsip Good Governance , seperti 

transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian yang efektif. Namun, 
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dalam praktiknya, pelaksanaan audit internal sering menghadapi 

berbagai kendala dan tantangan yang menghambat efektivitasnya. 

Begitupun pada PPID Jember, ada beberapa tantangan yang 

menjadi fokus permasalahan di PPID Jember ini.  

Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Iqbal, beliau menjelaskan 

bahwa:  

“Kalau bicara tentang kendala ya, pasti kendala utamanya ada 
di SDM dan mindset, ya. Pertama, jumlah auditor kami masih 

terbatas dibandingkan dengan jumlah OPD dan program yang 
harus diawasi. Kedua, belum semua perangkat daerah memiliki 

pemahaman dan komitmen yang sama terhadap pentingnya 
pengawasan dan audit.”85 

 

Dilanjut oleh pernyataan Bu Sonia, beliau menjelaskan bahwa: 

“Kadang ada juga resistensi terhadap hasil audit, seperti tindak 
lanjut yang terlambat atau bahkan tidak dilaksanakan. Selain 
itu, dinamika regulasi juga jadi tantangan, karena kadang aturan 

berubah cukup cepat dan butuh penyesuaian dari sisi 
pengawasan.”86 

 
Tidak hanya Bapak Iqbal dan juga Bu Sonia, akan tetapi Bapak 

Rahmat selaku Divis Kominfo juga memberikan pernyataan 

terhadap kendala yang sedang terjadi pada penerapan Audit 

internal itu sendiri : 

“Kalau membahas tantangan, kendala utama kami terletak pada 

sumber daya manusia dan pola pikir. Pertama, jumlah auditor 
yang tersedia masih kurang jika dibandingkan dengan 
banyaknya OPD dan program yang perlu diawasi. Kedua, belum 

seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman dan 
kesungguhan yang sama mengenai pentingnya pengawasan dan 

audit.”87 
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Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat dijelaskan bahwa 

Audit Internal memegang peranan penting dalam mendorong 

penerapan prinsip-prinsip Good Governance , seperti keterbukaan 

informasi, pertanggung awaban, dan pengendalian yang efisien. 

Meski demikian, dalam pelaksanaannya, audit internal kerap 

menemui berbagai hambatan yang dapat mengurangi 

efektivitasnya. Hal ini juga terjadi di PPID Jember, di mana 

terdapat sejumlah tantangan utama yang menjadi sorotan dalam 

pelaksanaan audit internal di instansi tersebut. T antangan 

utama dalam pelaksanaan audit internal terletak pada keterbatasan 

sumber daya manusia (SDM) dan pola pikir. Jumlah auditor yang 

terbatas tidak sebanding dengan banyaknya OPD dan program yang 

diawasi, sementara pemahaman dan komitmen perangkat daerah 

terhadap pentingnya pengawasan masih belum merata. Resistensi 

terhadap hasil audit, termasuk tindak lanjut yang lambat atau tidak 

dilaksanakan, juga menjadi hambatan. Selain itu, perubahan 

regulasi yang cepat menambah kompleksitas pengawasan, karena 

memerlukan penyesuaian yang terus-menerus dari tim audit. 

2. Peran Audit Internal Dalam Mengoptimalkan Prinsip Good 

Governance  Menurut Pandangan Islam Di PPID Jember 

a. Audit Internal Sebagai Amanah Dalam Islam 

Dalam ajaran Islam, amanah merupakan salah satu prinsip 

dasar yang wajib dijaga dalam setiap aspek kehidupan, termasuk 
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dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Amanah tidak 

hanya berarti menjaga titipan secara fisik, tetapi juga mengandung 

makna tanggung jawab moral atas segala bentuk pekerjaan dan 

keputusan yang diemban oleh seseorang,88 khususnya yang 

berkaitan dengan kepentingan publik. Sebagaimana firman Allah 

SWT dalam QS. An-Nisa: 58 

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil..."89 

Dalam salah satu hadits juga disebutkan bahwasanya audit 

internal adalah bentuk tanggung jawab atas amanah organisasi. 

Ketika seseorang diamanahi untuk melakukan pengawasan, maka 

berkhianat dalam hal ini (misalnya menyembunyikan 

penyimpangan) adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah. 

"Tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, 

apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia 

berkhianat."90 

Dalam sebuah jurnal penelitian juga dijelaskan tentang 

peranan yang sangat penting daripada audit internal dalam 

pendangan islam. 

“Dari perspektif Islam, audit syari'ah sangat dibutuhkan untuk 

memenuhi maqāṣid al-Sharīʿ ah dan dengan demikian melindungi 

                                                                 
88

 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, Amanah dalam Perspektif Islam: Tanggung Jawab Moral dan Etika Kepemimpinan, 

Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam, Vol. 9 No. 1 (2021), hlm. 45. 
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 (QS. An-Nisa: 58) 
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kekayaan orang, membuat transaksi adil dan transparan untuk 

klien, dan mencegah setiap transaksi atau transaksi yang tidak halal 

(diperbolehkan). Namun, perlu dicatat bahwa audit syariah 

bukanlah metode yang baru dibuat, seperti yang telah diterapkan 

sepanjang sejarah Islam dalam bentuk hisbah 

(pertanggungjawaban).”91 

 Berdasarkan beberapa data diatas, dapat disimpulkan 

bahwasanya Audit internal dalam perspektif Islam bukan hanya 

dipandang sebagai alat administratif, tetapi juga merupakan bentuk 

amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual. 

Dalam ajaran Islam, amanah tidak sekedar menjaga titipan secara 

fisik, namun mencakup integritas, kejujuran, dan 

pertanggungjawaban. Selain itu, audit internal di PPID Jember 

telah memainkan peran penting sebagai bentuk pelaksanaan 

amanah, terutama dalam pengawasan informasi publik dan 

pelayanan kepada masyarakat. Tantangan seperti keterbatasan 

SDM dan perubahan regulasi tetap ada, namun nilai-nilai Islam 

menjadi pedoman kuat untuk menjaga integritas dalam 

pengawasan dan pengambilan keputusan. 
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b. Transparansi Dalam Perspektif Islam 

Salah satu prinsip utama dalam Good Governance  adalah 

transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan 

keputusan, pelaporan informasi, dan pertanggungjawaban publik. 

Konsep ini sangat sejalan dengan nilai tabligh dalam Islam, yaitu 

menyampaikan sesuatu secara jujur, utuh, dan tidak ditutup-tutupi. 

Hal ini juga tercantum dalam firman Allah dalam surat Al 

Baqarah (2) 282: 

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan 
utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis menuliskannya di 

antara kamu dengan benar. Janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 
mendiktekannya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, 
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadanya. 

Akan tetapi, jika orang yang berhutang itu orang yang lemah 
akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu 

mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur. 
Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 
(di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang 

lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, 
supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi 

mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 
keterangan) apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu jemu 
menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 

membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 

(menimbulkan) keraguanmu, kecuali jika hal itu merupakan 
muamalah yang kamu jalankan secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan. Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 

menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu bermuamalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan. Janganlah penulis dan 

saksi-saksi itu dirugikan. Jika kamu lakukan (yang demikian), 
maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. 
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Dan bertakwalah kepada Allah. Dan Allah memberi pengajaran 

kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”92 
Hal ini juga diterangkan dalam hadits Muslim No.102, 

meskipun tidak disebutkan secara ekspilisit tentang transparansi, 

tapi nilai nilai yang terkandung di prinsip transparansi masih 

dijunjung tinggi. 

"Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukan bagian dari 

golongan kami."93  

Dalam sebuah jurnal penelitian juga dijelaskan tentang 

prinsip Transparansi dalam pendangan Islam. 

"Transparansi adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam, yang 

mendorong para pelaku ekonomi untuk memberikan laporan yang 

jujur dan akurat tentang aset dan pendapatan, serta berpegang pada 

prinsip kejujuran, keterbukaan, dan ketersediaan informasi pada 

semua aspek kegiatan ekonomi dalam kerangka prinsip-prinsip 

Islam."94 

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa 

Transparansi dalam pandangan Islam merupakan prinsip yang 

sejalan dengan nilai tabligh, yaitu menyampaikan informasi secara 

jujur, utuh, dan tidak ditutup-tutupi. Hal ini ditegaskan dalam Al-

Qur‟an, surat Al-Baqarah ayat 282, yang mendorong pencatatan 

dan kesaksian dalam transaksi agar tidak terjadi kesalahpahaman 
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 QS Al Baqarah, (2), : 282. 
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 (HR. Muslim no. 102) 
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 Elis Mediawati, Akuntabilitas dan Transparansi dalam Ekonomi Islam, (Bandung: 

Universitas Pendidikan Indonesia, tanpa tahun), hlm. 217–218 
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atau penipuan. Dalam konteks tata kelola pemerintahan di PPID 

Jember, nilai transparansi ini diwujudkan melalui audit internal dan 

keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari implementasi 

prinsip Good Governance . Audit internal dalam Islam tidak hanya 

sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai bentuk 

pertanggungjawaban moral (amanah) kepada publik. Dengan kata 

lain, penerapan transparansi dalam lembaga publik seperti PPID 

Jember mencerminkan nilai spiritual Islam, yang mendorong 

terciptanya pemerintahan yang akuntabel, jujur, dan bertanggung 

jawab. 

c. Akuntabilitas Dalam Pandangan Islam 

Dalam ajaran Islam, prinsip akuntabilitas memiliki kedudukan 

yang sangat fundamental. Islam mengajarkan bahwa setiap 

individu, terutama yang memegang amanah publik, akan dimintai 

pertanggungjawaban (hisab) atas segala tindakannya, baik dalam 

urusan pribadi maupun dalam pelaksanaan tugas sosial dan 

pemerintahan.  

Hal ini seperti firman Allah dalam Al Qur‟an surat Al Baqarah 

ayat 42 : 

أََتُ  َٔ ًُٕاْ ٱنۡحَكَّ  تكَۡتُ َٔ طِمِ  ََٰ لََ تهَۡثسُِٕاْ ٱنۡحَكَّ تِٱنۡث َٔ  ٌَ ٕ ًُ َ  ىۡ تعَۡه
“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang 
bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang 

kamu mengetahui.”95 
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 Prinsip Akuntabilitas ini juga disinggung dalam sebuah 

hadits riwayat Bukhori No 893. 

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan 

dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."96 

Tidak hanya di Al Qur‟an dan Hadits yang menjelaskan 

tentang prinsip akuntabilitas dalam pandangan islam, kalimat ini 

juga tercantum pada salah satu jurnal. 

“Akuntabilitas dalam ekonomi Islam merupakan prinsip dasar dari 

sistem ekonomi Islam, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, 

dan kontrol di semua bidang kegiatan ekonomi. Konsep ini 

bersumber dari prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang 

menekankan pentingnya etika, keadilan, dan kejujuran dalam 

segala kegiatan ekonomi.”97 

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas memiliki makna yang 

mendalam dan bersifat fundamental. Islam mengajarkan bahwa setiap 

individu, terutama yang mengemban amanah publik, akan dimintai 

pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Prinsip ini dikuatkan 

oleh ayat Al-Qur‟an dalam surah Al-Baqarah ayat 42 dan hadits Nabi 

SAW yang menyatakan bahwa setiap pemimpin akan dimintai 

pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dalam konteks 

implementasi akuntabilitas di PPID Jember, audit internal merupakan 

wujud nyata dari akuntabilitas tersebut. Audit internal tidak hanya 
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berfungsi sebagai alat administratif, namun juga sebagai manifestasi 

dari nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, dan transparansi. Hal 

ini menunjukkan bahwa proses pengawasan dan evaluasi di PPID 

Jember berjalan sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan 

pentingnya keterbukaan dan pertanggungjawaban publik.
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C. Pembahasan Temuan 

1. Audit Internal dalam Mengoptimalkan Penerapan prinsip Good 

Governance  di PPID Jember 

a. Peranan Audit Internal di PPID Jember 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat 

ditemukan bahwa lembaga PPID Jember telah melakukan 

penerapan audit internal secara konsisten dengan menyusun 

Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) sebagai pedoman 

dalam penjadwalan kegiatan audit dan pengawasan. Selain itu 

penyusunan timeline dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahunan  

mempertimbangkan tingkat risiko, skala prioritas, serta permintaan 

dari pimpinan daerah maupun Organisasi Perangkat 

Daerah.(OPD). Pelaksanaan Audit Internal pada PPID Jember juga 

menunjukkan fleksibilitas, dengan menyesuaikan pelaksanaan 

audit terhadap program kerja yang sedang atau telah berjalan. Hal 

tersebut dikarenakan PPID Jember adalah lembaga publik. Oleh 

karena itu, audit internal memiliki  peranan yang sangat penting 

dalam sebuah organisasi,  khususnya di lembaga PPID Jember. 

Audit internal pada PPID terbukti memiliki peran strategis dalam 

mendukung pengambilan keputusan pimpinan, dengan 

menyediakan informasi hasil evaluasi yang menjadi dasar 

pertimbangan kebijakan. Dalam konteks ini, Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah (APIP), khususnya Inspektorat, menjalankan 
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fungsi sebagai mata dan telinga pimpinan, menyajikan data 

strategis guna mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan audit 

internal di PPID Jember mencakup empat jenis audit, yaitu:  

1) Audit Kinerja, untuk menilai efisiensi dan efektivitas 

pelaksanaan program. 

2)  Audit Kepatuhan, untuk memastikan kesesuaian 

kegiatan dengan peraturan yang berlaku. 

3)  Audit Probity, yang bersifat preventif dengan fokus 

pada pengawasan sejak awal pelaksanaan program. 

Keempat jenis audit ini saling melengkapi dalam rangka 

memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan 

PPID Jember. Audit internal yang dilakukan oleh APIP tidak 

hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai alat 

kontrol strategis untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi 

kelemahan sistem, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang 

konstruktif. Dengan adanya sistem Audit Internal yang kuat dan 

berkelanjutan, PPID Jember mampu meningkatkan akuntabilitas, 

menjaga kualitas pelayanan informasi publik, serta memperkuat 

pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance . Hal ini menjadi 

pondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap 

institusi pemerintahan. 
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b. Optimalisasi Prinsip Good Governance  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti 

menemukan bahwa dalam pengimplementasian dari prinsip Good 

Governance  khususnya di PPID Jember menunjukkan dedikasi 

yang tinggi terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Governance , 

yang tercermin dalam komitmen institusional untuk mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan 

responsif. Komitmen ini tidak sekadar menjadi slogan normatif, 

melainkan diimplementasikan secara konkrit melalui berbagai 

kebijakan dan mekanisme kerja yang sistematis juga berorientasi 

pada pelayanan publik yang optimal. Secara internal, komitmen 

tersebut diwujudkan melalui pembentukan budaya organisasi yang 

menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, yang diperkuat 

dengan pengawasan melekat serta pelaksanaan audit internal secara 

berkala. Audit dilakukan dengan pendekatan objektif, bebas dari 

tekanan atau intervensi pihak manapun, guna memastikan hasil 

pemeriksaan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Selain itu, Audit Internal dilandasi oleh prinsip keterbukaan 

informasi publik, sehingga proses dan hasilnya dapat diakses 

secara transparan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tidak 

hanya terbatas pada ruang lingkup internal, semangat tata kelola 

yang baik ini juga didorong agar menjadi standar bersama di 

seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Upaya ini 
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dilakukan melalui sosialisasi nilai-nilai Good Governance , 

pelatihan teknis, serta penguatan koordinasi lintas sektor, sehingga 

prinsip-prinsip seperti akuntabilitas dan transparansi menjadi 

bagian integral dari setiap aktivitas pemerintahan. Tidak hanya itu, 

Audit Internal juga memiliki peran yang strategis dalam 

mendukung penerapan prinsip-prinsip Good Governance .  

Akuntabilitas ditegakkan melalui audit keuangan dan kinerja, 

transparansi dijaga dengan cara mengevaluasi informasi publik dan 

keterbukaan anggaran, serta efektivitas dan efisiensi yang dipantau 

melalui audit program kerja. Dengan demikian, Audit Internal 

tidak hanya menjadi pengawas formal, tetapi juga instrumen utama 

untuk memastikan prinsip Good Governance  terlaksana secara 

nyata dalam praktik, bukan sekadar tercantum dalam dokumen. 

Selanjutnya, Audit Internal turut menjamin efektivitas dan efisiensi 

operasional organisasi dengan melakukan penilaian menyeluruh 

terhadap program kerja, prosedur internal, serta penggunaan 

sumber daya. Penilaian ini tidak hanya bersifat retrospektif, tetapi 

juga prospektif, dengan memberikan rekomendasi yang bersifat 

korektif dan preventif guna meningkatkan kinerja organisasi ke 

depan. Dengan demikian, Audit Internal tidak sekadar menjalankan 

fungsi pengawasan secara normatif, melainkan juga berperan 

sebagai instrumen utama dalam membentuk budaya tata kelola 
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yang berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik 

yang optimal.  

Keberadaan Audit Internal menjadi elemen kunci dalam 

menjembatani antara perumusan prinsip Good Governance  secara 

teoritis dengan realisasinya dalam praktik kelembagaan yang 

konkret dan terukur. Tidak hanya itu, dalam implementasi audit 

internal dalam mengoptimalkan penerapan daripada prinsip Good 

Governance , Juga memiliki kendala dari beberapa faktor, berikut 

temuan dari peneliti tentang tantangan yang sering dihadapi 

sehingga menjadi kendala terhadap implementasi yang sedang 

dijalani. Audit Internal memegang peranan penting dalam 

mendorong penerapan prinsip-prinsip Good Governance , seperti 

keterbukaan informasi, pertanggung awaban, dan pengendalian 

yang efisien. Meski demikian, dalam pelaksanaannya, Audit 

Internal kerap menemui berbagai hambatan yang dapat mengurangi 

efektivitasnya. Hal ini juga terjadi di PPID Jember, di mana 

terdapat sejumlah tantangan utama yang menjadi sorotan dalam 

pelaksanaan audit internal di instansi tersebut.  

Tantangan utama dalam pelaksanaan audit internal terletak 

pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan pola pikir. 

Jumlah auditor yang terbatas tidak sebanding dengan banyaknya 

OPD dan program yang diawasi, sementara pemahaman dan 

komitmen perangkat daerah terhadap pentingnya pengawasan 
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masih belum merata. Resistensi terhadap hasil audit, termasuk 

tindak lanjut yang lambat atau tidak dilaksanakan, juga menjadi 

hambatan. Selain itu, perubahan regulasi yang cepat menambah 

kompleksitas pengawasan, karena memerlukan penyesuaian yang 

terus-menerus dari tim audit. 

2. Peran Audit Internal Dalam Mengoptimalkan Prinsip Good 

Governance  Menurut Pandangan Islam Di PPID Jember 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh 

peneliti, hasil yang ditemukan berupa Audit Internal di lingkungan 

PPID Jember tidak hanya dijalankan sebagai instrumen 

administratif yang bersifat teknis dan prosedural, akan tetapi juga 

dimaknai sebagai bentuk pelaksanaan amanah yang memiliki 

dimensi moral dan spiritual dalam perspektif Islam. Dalam ajaran 

Islam, amanah mencakup tanggung jawab untuk menjaga 

integritas, kejujuran, dan pertanggungjawaban yang tidak hanya 

kepada atasan atau lembaga, tetapi juga kepada Allah SWT. 

Konsep ini menjadi pondasi moral dalam pelaksanaan tugas audit 

internal di PPID Jember, yang tercermin dalam budaya kerja dan 

pengambilan keputusan yang menjunjung tinggi etika dan 

integritas. Tidak hanya itu, Bahkan Prinsip transparansi yang 

menjadi salah satu pilar Good Governance  diterapkan melalui 

audit informasi publik yang dilaksanakan secara sistematis dan 

terbuka. Dalam perspektif Islam, transparansi sejalan dengan nilai 
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tabligh, yaitu kewajiban menyampaikan informasi secara jujur, 

utuh, dan tidak ditutup-tutupi. Hal ini sesuai dengan firman Allah 

dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya 

pencatatan dan kesaksian dalam setiap bentuk transaksi untuk 

menghindari konflik dan penyimpangan. 

 Audit internal PPID Jember berperan dalam memastikan 

bahwa informasi yang disajikan kepada publik bersifat valid, 

akurat, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, sehingga 

menciptakan iklim keterbukaan yang sehat dan akuntabel. Hasil 

temuan juga menunjukkan bahwa terdapat keselarasan yang erat 

antara nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip Good Governance  

yang diterapkan melalui audit internal. Nilai-nilai seperti 

transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan, yang secara 

konseptual merupakan bagian dari kerangka Good Governance , 

memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam. Audit Internal di 

PPID Jember telah menjadi wadah integratif untuk merealisasikan 

sinergi tersebut secara operasional, sehingga menghasilkan tata 

kelola yang tidak hanya profesional, tetapi juga beretika dan 

bernilai spiritual. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa Audit Internal memiliki peran yang sangat 

strategis dalam mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip Good 

Governance di PPID Jember, baik dari sisi sistem kelembagaan 

maupun praktik pelaksanaan. Pelaksanaan audit internal di PPID 

Jember dilakukan secara konsisten dan sistematis melalui 

penyusunan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) yang 

mempertimbangkan tingkat risiko, skala prioritas, serta permintaan 

dari pimpinan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Audit internal juga menunjukkan fleksibilitas dalam 

pelaksanaannya, dengan menyesuaikan audit terhadap program 

kerja yang sedang atau telah berjalan. Empat jenis audit yang 

dilaksanakan, yaitu audit kinerja, audit kepatuhan, audit probity, 

dan audit keuangan, saling melengkapi untuk memastikan tata 

kelola pemerintahan berjalan secara efisien, transparan, dan 

akuntabel. Audit Internal terbukti mendorong penerapan prinsip 

Good Governance, seperti Akuntabilitas melalui audit keuangan 

dan kinerja, Transparansi melalui evaluasi keterbukaan informasi 

publik, Efektivitas dan efisiensi melalui audit program kerja dan 

pengelolaan sumber daya. Namun demikian, pelaksanaan audit 
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internal di PPID Jember juga menghadapi sejumlah kendala, antara 

lain: Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) auditor yang tidak 

sebanding dengan jumlah OPD dan kompleksitas program, 

Kurangnya pemahaman dan resistensi dari beberapa perangkat 

daerah terhadap pentingnya pengawasan dan hasil audit, Perubahan 

regulasi yang cepat, yang menuntut adaptasi dan pembaruan 

berkelanjutan dari auditor. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa peran audit internal di lingkungan PPID 

Jember tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif yang 

bersifat teknis dan prosedural saja, akan tetapi juga dimaknai 

sebagai pelaksanaan amanah yang mengandung dimensi moral dan 

spiritual dalam perspektif Islam. Audit internal dijalankan dengan 

menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung 

jawab yang tidak hanya ditujukan kepada institusi atau atasan, 

tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah 

SWT.. Hal ini tercermin dari budaya kerja dan proses pengambilan 

keputusan yang etis dan berlandaskan nilai-nilai Islami, di mana 

konsep amanah dan tabligh menjadi landasan moral dalam 

pengawasan dan penyampaian informasi publik. Prinsip 

transparansi yang merupakan salah satu pilar utama Good 

Governance diimplementasikan melalui audit informasi publik 

yang terbuka dan sistematis, sejalan dengan nilai tabligh dalam 
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Islam, yakni kewajiban menyampaikan informasi secara benar dan 

tidak ditutupi, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah 

ayat 282. Audit internal di PPID Jember berperan penting dalam 

menjamin validitas, akurasi, dan kemudahan akses informasi bagi 

masyarakat, sehingga menciptakan iklim keterbukaan dan 

akuntabilitas. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya 

keselarasan yang erat antara prinsip-prinsip Good Governance 

seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan dengan 

nilai-nilai dasar dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, audit internal 

di PPID Jember berfungsi sebagai wadah integratif yang mampu 

menggabungkan profesionalisme dengan nilai-nilai etika dan 

spiritual, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola yang baik 

dalam perspektif Islam. 

B. Saran 

1. Dari kesimpulan yang dapat kita uraikan diatas, terdapat beberapa 

kekurangan terhadap poin penelitian ini yakni, Untuk penelitian 

selanjutnya, disarankan agar tidak hanya fokus pada PPID Jember, 

tetapi juga mencakup lembaga-lembaga publik lainnya guna 

mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan dapat 

dibandingkan. Disarankan agar penelitian serupa di masa depan 

menggunakan metode campuran untuk memperkaya data, seperti 

menyertakan analisis statistik, survei kepuasan publik, atau 

evaluasi pencapaian kinerja setelah audit dilakukan. Tidak hanya 
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itu, disarankan Penelitian mendatang sebaiknya mengevaluasi 

sejauh mana rekomendasi dari audit internal diimplementasikan, 

serta menilai dampaknya terhadap perbaikan tata kelola, untuk 

melihat efektivitas peran audit dalam jangka panjang. 

2. Untuk saran yang selanjutnya adalah Untuk memperdalam dimensi 

spiritual dan moral dalam audit internal, disarankan agar penelitian 

mendatang lebih mengkaji referensi fikih muamalah, etika kerja 

Islami, serta teori-teori audit dalam perspektif syariah secara lebih 

spesifik, kompleks, efektif, menyeluruh dan akademis. 
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MATRIK PENELITIAN 

 Judul Variable Indikator Sumber Data Metode Penelitian Fokus Penelitian 

Analisis 

Peran Audit 

Internal 

Dalam 

Mengoptimal

kan 

Penerapan 

Prinsip Good 

Governance 

Ditinjau Dari 

Perspektif 

Islam di PPID 

Jember 

1. Audit Internal 
2. Good 

Governance 
3. Perspektif 

Islam 

1. Peranan  
2. Pengoptimal

an 
 

. 

1. Informan : 
a) Audit 

Internal/Inspe
ktorat 

b) Karyawan 
yang 
berhubungan 

c) Staff 
Operasional 

1. Metode Penelitian : 
Kualitatif 

2. Jenis Penelitian : 
Deskriptif dan 

Normatif 
3. Pengumpulan Data :  

a) Observasi 

b) Wawancara 
c) Dokumentasi 

4. Analisis data : Analisis 
data dengan 
menggunakan analisis 

deskriptif interaktif, 
dengan langka-langkah 

reduksi data, penyajian 
data dan penarikan 
kesimpulan. 

5. Keabsahan data 
menggunkan sumber 
dan teknik. 

 

1. Bagaimana peran 

internal audit pada 

mengoptimalkan 

penerapan prinsip 

Good Governance  

di PPID Jember? 

2. Bagaimana peran 

internal audit pada 

mengoptimalkan 

penerapan prinsip 

Good Governance 

menurut Pandangan 

Islam di PPID 

Jember? 

 



 
 

 
 

SURAT KEASLIAN TULISAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1.  Apa yang dimaksud dengan audit internal, dan apakah instansi ini 

sudah menerapkannya? 

 

2. Jenis audit apa saja yang diterapkan pada instansi ini dan seperti apa 

fungsi dan ruang lingkup dari masing masing audit internal tersebut? 

 

3. Apa saja kontribusi audit internal dalam mengambil keputusan, 

apakah setiap program kerja yang ada pada instansi ini sudah dalam 

pengawasan audit internal? 

 

4. Apakah ada timeline sendiri untuk audit internal ini dalam 

melakukan setiap wewenangnya? 

 

5. Pada dasarnya, setiap organisasi khususnya pada instansi pemerintah 

tentu menerapkan daripada prinsip Good Governance,jadi seberapa 

jauh instansi ini menerapkannya? 

 

6. Jika dikorelasikan dengan audit internal, apakah pada setiap prinsip 

dari Good Governance tersebut sudah berada di bawah pengawasan 

audit internal? 

 

7.  Sejauh ini, apa saja yang menjadi kendala ataupun tantangan dalam 

meng implementasikan audit internal itu sendiri dalam rangka 

mengoptimalkan dari implementasi prinsip Good Governance itu 

sendiri? 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

1. Wawancara dengan Bapak Iqbal 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. Wawancara dengan Ibu Sonia 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

3. Wawancara dengan Bapak Rahmat 
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